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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
1. Konsonan 
 
Huruf 
Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا 
Alif Tidak 
dilambangkan Tidak  dilambangkan 
ب 
Ba B Be 
ت 
Ta T Te 
ث 
ṡa 
ṡ es (dengan titik di  atas) 
ج 
Jim J Je 
ح 
ḥa 
ḥ 
ha (dengan titk di 
bawah) 
خ 
Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ 
te (dengan titik di 
bawah) 
ظ ẓa ẓ 
zet (dengan titk di 
bawah) 
ع „ain „ apostrop terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
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ه Ha H Ha 
ء Hamzah , Apostop 
ي Ya Y Ye 
Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. 
Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau 
monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 
  
fathah dan ya 
 
Ai 
 
a dan i 
 
  
fathah dan wau 
 
Au 
 
a dan u 
 
 
3. Maddah 
Maddah  atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 
Harkat dan 
 
Nama 
 
Huruf dan Tanda 
 
Nama 
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Huruf  
  
fathah dan alif 
atau ya 
 
a 
 
 
a dan garis di 
atas 
  
kasrah dan ya 
 
I 
 
i dan garis di 
atas 
 
  
dammah dan 
wau 
 
U 
 
u dan garis di 
atas 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 
mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan  ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 
marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ي ber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ﹻ), 
maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam 
ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf qamariah. 
Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 
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sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 
garis mendatar (-). 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop („) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dari al-Qur‟an), sunnah,khususdan 
umum. Namun, bila kata-katatersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 
Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafz al-Jalalah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
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huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak 
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 
kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul 
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 
maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 
   
 
Nama  : Idham 
NIM  : 10200115042 
Judul Skripsi   :Kajian Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku 
Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor 
Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di 
Pengadilan Negeri Makassar) 
 
Skripsi ini adalah studi tentang salah satu bagian dari tindak pidana umum 
yaitu tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh geng motor perspektif 
hukum pidana islam (Studi kasus di Pengadilan Negeri Makassar). Adapun yang 
menjadi pokok permasalahannya adalah: 1) Faktor yang menyebabkan 
pembunuhan yang dilakukan oleh geng motor? 2) Bagaimana penerapan sanksi 
pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh geng motor? 3) 
bagaimana perpektif hukum pidana islam mengenai pembunuhan yang dilakukan 
oleh geng motor?. 
 Jenis penelitian ini adalah yuridis-empiris, teknik pendekatan yuridis 
normatif dan yuridis empirik. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah 
yuridis, sosiologis, dan normatif. Sumber data dari penelitian ini yaitu data primer 
dan sekunder. Metode pengumpulan data adalah dengan melakukan wawncara 
dan dokumentasi. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Faktor penyebab pembunuhan 
yang dilakukan oleh geng motor dipengaruhi oleh entitas atau ingin menujukkan 
keberadaannya sebagai geng motor, dampak dari lingkungan sosial, diluar batas 
kontrol, teknologi yang tidak sehat, dan penegakan hukum yang kurang tepat. 2) 
Penerapan sanksi pidana terhadap pembunuhan oleh geng motor dalam 
pemidanaannya disesuaikan dengan bentuk kejahatan yang dilakukan, penanganan 
disamakan dengan pembunuhan pada umumnya tetapi yang membedakan adalah 
tingkat kejahatan dan perbuatan yang dilakukan sehingga pertimbangan hakim 
yang menjadi penetapan akhir yang jelas dalam pemidanaan terhadap pelaku. 3) 
Perspektif hukum pidana islam mengenai pembunuhan oleh geng motor, jelas 
dasar hukum mengenai larangan dan sanksi yang diberikan kepada pelaku 
pembunuhan yang dilakukan secara sengaja yaitu terdapat didalam QS al-
Maidah/5:32 dan QS al-Nisa/4:93 sebagai larangan, serta didalam QS al-
Baqarah/2:178 sebagai sanksi hukuman qishash dan hukuman lainnya. 
 Implikasi dari penelitian ini, yaitu: 1) perlu adanya peningkatan kualitas 
penegakan hukum dalam mencegah dan meminimalisir bentuk kejahatan yang 
semakin beragam, dengan melakukan sosialisasi, dan pencegahan lainnya. 2) 
diharapkan kepada elemen penegak hukum agar lebih progresif dalam 
menetapkan sanksi pidana dengan mempertimbangkan segala hal pemberatan atau 
peringanan jenis kejahatan agar menghasilkan putusan yang berkualitas. 3) 
ketentuan islam yang jelas melarang pembunuhan maka perlu adanya peningkatan 
pemahaman agama dan kualitas iman agar menjauhkan diri dari perbuatan pidana.  
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Seiring denganperkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang hampir 
di seluruh aspek kehidupan, menuntut masyarakat agar mampu mengembangkan 
diri untuk bisa mengikuti perkembangan zaman yang begitu cepat.Manusia 
sebagai mahluk yang paling sempurna diantara sekian banyak mahluk yang ada di 
bumi, sebab masing-masing dianugerahi oleh Allah Swt. bekal yang berupa akal, 
sehingga mereka mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Dengan 
potensi akal dan kompetensi yang dimiliki, pada akhirnya manusia memiliki 
kebebasan untuk memutuskan sendiri perilakunya dan dalam hal apa mereka akan 
mengimplementasikan kompetensi yang mereka miliki tersebut. 
Dalam kehidupan sehari-hari di zaman yang serba modern ini, tidak sedikit 
dampak yang terlihat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik itu 
dampak positif maupun dampak negatif.Adapun dampak positifnya dapat kita 
saksikan melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat 
membantu manusia dalam melakukan segala aktivitasnya dalam kehidupan sehari-
hari. Sehingga dengan demikian secara tidak langsung, pesatnya perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi disatu sisi juga memiliki dampak negatif, hal ini 
dapat kita saksikan melalui media elektronik seperti; TV, Internet dengan 
berbagai aplikasi yang ada, begitu pula melalui media cetak seperti; Koran dan 
sebagainya. Begitu banyak tindakan penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan 
sehari-hari, baik berupa pelanggaranataupun kejahatan yang saat ini sudah 
dilakukan oleh semua kalangan dan khususnya yang dilakukan oleh kaum remaja. 
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Dalam beberapa tahun terakhir ini, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan 
dan norma-norma yang berlaku semakin mengalami peningkatan.Hal ini dapat 
kita saksikan dari banyaknya kasus-kasus kejahatan yang diberitakan dalam 
berbagai media.Inimerupakan salah satu peristiwa atau fenomena sosial yang 
sering terjadi dalam kehidupan masyarakat saat ini. 
Indonesia adalah negara Hukum. Hal ini telah jelas dinyatakan dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertuang 
dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa “ Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum 
(rechstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat).” 
Dalam negara hukum, hukum dijadikan sebagai panglima dalam 
menggerakkan sendi-sendi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara.Selanjutnya, salah satu ciri utama negara hukum adalah lebih cenderung 
menilai setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk menciptakan, 
memelihara dan mempertahankan keamanan dalam pergaulan hidup seseorang, 
sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak 
atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan dapat tercapai. 
Meskipun demikian, tetapi kejahatan masih saja marak terjadi di Negara ini, 
salah satu diantaranya adalah kasus pembunuhan utamanya yang dilakukan oleh 
geng motoryang ada di Kota Makassar.Pada hakikatnya eksistensi hukum yang 
berada di tengah-tengah masyarakat sangat urgen, sehingga masyarakat harus 
memiliki kesadaran.Kesadaran hukum masyarakat sangat bervariasi dan itu dapat 
dilihat dari beberapa sudut pandang yang berbeda, diantaranya; dari segi 
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pengetahuan umum masyarakat, pemahaman terhadap kaidah-kaidah hukum, 
sikap terhadap norma-norma hukum dan perilaku hukum.Apabila masyarakat 
mendambakan kedamaian, keamanan, keadilan dan kesejehahteraan, maka syarat 
yang paling utama adalah memenuhi kaidah-kaidah hukum yang disertai sikap-
sikap lain yang mendukung, namun kesadaran terhadap ketaatan hukum tidak 
dapat tercapai tanpa adanya dorongan atau motivasi diantaranya;  motivasi yang 
bersifat psikologis/kejiwaan, motivasi untuk memelihara nilai-nilai moral yang 
luhur dalam masyarakat, motivasi dalam upaya untuk memperoleh perlindungan 
hukum serta motivasi untuk menghindari sanksi hukum. 
Hukum yang ditaati dalam masyarakat pada dasarnya berasal dari berbagai 
sumber hukum yang secara garis besarnya bersumber dari hukum formal.Pada 
umumnya, sumber hukum materiil hanya terdiri dari sumber hukum dalamarti 
sejarah, sumber hukum dalam arti sosiologis dan sumber hukum dalam arti 
filsafat. 
Selanjutnya, sumber hukum formil sebagaimana yang dimaksud diatas terdiri 
dari undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, doktrin dan hukum 
agama.Salah satu upaya penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum 
pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.Namun demikian, usaha ini pun 
masih sering dipersoalkan. Perbedaan mengenai peranan pidana dalam 
menghadapi masalah kejahatan ini, menurut Inkeri Anttila, telah berlangsung 
beratus-ratus tahun dan menurut Herbert L. Packer, usaha pengendalian perbuatan 
anti sosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar 
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peraturan pidana, merupakan “suatu problem sosial” yang mempunyai dimensi 
hukum yang penting.1 
Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya 
untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan 
hukum.Disamping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan 
masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum ini pun termasuk 
dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai 
kesejahteraan masyarakat.Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah 
kebijakan, penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu 
keharusan.Dengan demikian, masalah pengendalian atau penanggulangan 
kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem 
sosial seperti dikemukakan oleh Packer di atas, tetapi juga merupakan masalah 
kebijakan (the problem of policy). 
Kejahatan atau tindak pidana selain merupakan masalah kemanusiaan juga 
merupakan permasalahan sosial, bahkan dinyatakan sebagai the oldest sosial 
problem.Menghadapi masalah ini telah banyak dilakukan upaya untuk 
menanggulanginya.Upaya menanggulangi kejahatan dimasukkan dalam kerangka 
kebijakan criminal (criminal policy).Upaya ini pada hakikatnya perlindungan 
masyarakat (sosial defence planning atau protection of society) yang tujuannya 
untuk mencapai kesejahteraan. 
                                                 
1Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, 
Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana (Cet. 8; Jakarta: PT. Rajagrapindo 
Persada, 2014). h. 67. 
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Sebagai perbuatan negatif, kejahatan yang terjadi dalam masyarakat tentunya 
mendapat reaksi dari masyarakat baik berupa reaksi formal maupun reaksi 
informal. Dalam reaksi formal akan menjadi bahan studi bagaimana bekerjanya 
hukum pidana itu dalam masyarakat, artinya dalam masalah ini akan ditelaah 
proses bekerjanya hukum pidana manakala terjadi pelanggaran terhadap hukum 
pidana tersebut. Proses ini berjalan sesuai dengan mekanisme sistem peradilan 
pidana, yakni proses dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan sampai pelaksanaan 
putusan pengadilan di penjara (Lembaga Pemasyarakatan).2 
Studi terhadap reaksi informal atau reaksi masyarakat umum terhadap 
kejahatan itu berkaitan bukan saja terhadap kejahatan yang sudah diatur dalam 
hukum pidana (pelanggarannya menimbulkan reaksi formal) yang dapat 
menyebabkan terjadinya tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) oleh 
masyarakat, juga reaksi terhadap kejahatan yang belum diatur oleh hukum 
pidana.Artinya, masyarakat menganggap perbuatan itu jahat tetapi perbuatan itu 
belum diatur oleh hukum pidana. Hal ini nantinya berpengaruh dalam menetapkan 
“kriminalisasi”, begitu pula dalam kerangka “deskriminalisasi”serta 
“depenalisasi”. 
Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan 
kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban 
hukum.Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Dalam 
rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini, manusia bersikap dan 
berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang 
                                                 
2Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana (Bandung: Nusa Media, 2010), h.20. 
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lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga 
manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka 
mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Fungsi yang demikian itu terdapat 
pada setiap jenis hukum, termasuk di dalamnya hukum pidana. 
Namun, semua itu hanya dapat tercapai jika aparat hukum dan seluruh lapisan 
masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum, akan tetapi tidak semua unsur 
dalam masyarakat tunduk dan taat terhadap peraturan hukum yang berlaku. 
Sehingga dengan demikian muncul perbuatan yang melanggar hukum seperti 
kejahatan pembunuhan. 
Pada dasarnya tindak pidana pembunuhan tidak hanya termasuk perbuatan 
yang melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi disisi lain 
pembunuhan juga melanggar nilai-nilai moral yang hidup ditengah-tengah 
masyarakat. Selain itu, tindak pidana pembunuhan juga adalah bagian dari 
pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).Berikutnya, dalam Hukum Pidana Islam 
pembunuhan adalah salah bentuk perbuatan zalim karena telah menghilangkan 
nyawa seseorang tanpa alasan yang dibenarkan oleh Agama. Sebagaimana yang 
tertuang dalam firman Allah Swt. didalam QS al-Isra‟/17: 33 sebagai berikut : 
 َاٌْلَعَج َْذَقف اًه ْ ُلْظَه َِلُتق ْيَه َّ  ِّقَحْلِات َِّلائ ُالله َم َّشَح ِيتَّلا َشْفٌَّلا ا ْ ُُلتَْقت َلا َّ
اًس ْ ُصٌْ َه َىاَك ُ ًََِّئ ِلَْتقْلا ِيف ْفِشُْضي ََلاف ُاًاَطْلُص َِ ِِّيل َْ ِل 
Terjemahnya: 
“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah 
(membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa 
dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada 
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walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam 
pembunuhan.Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.”3 
Masalah kejahatanmerupakan tindakan yang sangat merugikan dan 
bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.Sehingga diperlukan adanya 
upaya-upaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan yang dilakukan, 
sekalipuntingkat kejahatan akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang 
cukup signifikan khususnya dalam berbagai kasus pembunuhan yang banyak 
terjadi. 
Banyaknya kasus kejahatan yang terjadi dapat kita saksikan melalui media 
sosial yang mengungkap berbagai macam kasus pembunuhan yang terjadi dan 
tidak sedikit para pelakunya adalah anggota Geng motor.Diantara penyebabnya 
adalah adanya kecemburuan sosial, dendam dan faktor psikologis seseorang. 
Kasus kejahatan Geng motoryang terjadi beberapa tahun terakhir ini 
mengindikasikan bahwa modus kejahatan baru semakin meningkat. Aksi 
kejahatan geng motoryang sering terjadi diantaranya kasus perampokan dan 
pembunuhan. Maraknya aksi geng motoryang terjadi memberikan perhatian yang 
sangat besar karena sangat meresahkan masyarakat. 
Terkait persoalan supremasi hukum, para aparat penegak hukum telah 
melakukan berbagai strategi pencegahan dan penanggulangan terhadap kasus 
kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. Namun, pada kenyataannya masih 
sering muncul reaksi sosial bahkan dalam beberapa tahun terakhir ini sangat 
                                                 
3Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Jakarta: Penerbit Sahifa, 2014), h. 
285. 
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nampak bahwa tingkat perkembangan kejahatan pembunuhan khususnya di kota 
Makassar mengalami peningkatan. 
Sebagaimana fungsi hukum untuk mengatur seluruh aspek kehidupan dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi 
yang sangat besar dalam rangka melaksanakan pembangunan jika aparat penegak 
hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma-norma 
hokum, namun kadangkala sanksi pidana yang dijatuhkan pada dasarnya memiliki 
dua sisi yang berbeda, disatu sisi sebagai bentuk perlindungan terhadap 
masyarakat dan sekaligus sebagai ancaman terhadap kejahatan. 
Sekalipun asumsi diatas cukup beralasan, akan tetapi nampaknya persoalan 
sanksi pidana sangat strategis dalam hal penanggulangan dan pencegahan 
terhadap kejahatan, sebab jika seandainya tidak ada sanksi pidana yang dijatuhkan 
terhadap suatu pelanggaran dan kejahatan, maka tidak ada pula pihak yang 
menjalankan fungsi penegakan hukum secara maksimal. 
Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era modern 
saat ini, maka hal itu akan mempengaruhi munculnya berbagai macam modus 
kejahatan baru yang berkaitan dengan kasus pembunuhan yang terjadi. 
Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi, “Barang siapa 
dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, di hukum karena pembunuhan 
dengan hukuman penjara paling lama lima belas tahun.” 
Berdasarkan hasil pemikiran tersebut di atas, maka penulis berinisiatif untuk 
memilih judul skripsi ini.Dalam skripsi yang dikaji oleh penulis, dalam hal ini 
penulis mengangkat sebuah judul, yaitu ;“Kajian Yuridis Pemidanaan terhadap 
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Pelaku Pembunuhan yang Dilakukan oleh geng motor Perspektif Hukum Pidana 
Islam (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar)”. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitiannya terhadapKajian 
Yuridis Pemidanaan terhadap Pelaku Pembunuhan yang Dilakukan oleh Geng 
motor Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Pengadilan Negeri 
Makassar). 
2. Deskripsi Fokus 
Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami penulisan ini, 
maka perlu dibatasi pengertian dari  beberapa variabel yang dianggap penting 
diantaranya adalah sebagai berikut : 
a. Kajian Yuridis 
Kajian yuridis atau biasa disebut dengan istilah „hukum‟ adalah kumpulan 
peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh semua orang di dalam suatu 
masyarakat dengan ancaman harus mengganti kerugian atau mendapat pidana, 
jika melanggar atau mengabaikan peraturan-peraturan itu, sehingga dapat tercapai 
suatu pergaulan hidup dalam masyarakat itu yang tertib dan adil.4 
b. Pemidanaan 
Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap 
pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan 
sebagai hukum, sedangkan “ Pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Selain 
                                                 
4R. Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus 
(Bandung: PT. Karya Nusantara, 1979), h. 1. 
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itu, pemidanaan merupakan suatu proses. Dalam proses ini peranan hakim penting 
sekali.  Djoko Prakoso  mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu 
peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi orang tertentu dalam kasus tertentu.5 
c. Tindak Pidana 
Istilah Tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana 
belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WVS Belanda, 
tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit 
itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari 
istilah itu.Sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.Istilah-istilah yang 
pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam 
berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit adalah salah 
satu diantaranya, tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam 
perundang-undangan pidana. 
Selanjutnya, tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan melakukan atau 
tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan 
sebagai perbuatan terlarang dan diancam pidana.6 
d. Pembunuhan 
Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan/atau 
beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang 
meninggal dunia.7Selain itu, pembunuhan adalah suatu tindakan untuk 
                                                 
5Djoko Prakoso, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia(Yogyakarta: Liberty, 1987), 
h.86-87.     
6Djoko Prakoso, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, h. 66-67.  
7Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 24. 
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menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun 
dengan cara yang lain dengan tidak melawan hukum. 
e. Geng motor 
Geng motoradalah bagian dari kultur (subkultur) masyarakat yang terbentuk 
dari umumnya remaja putra atau pemuda dengan latar belakang sosial yang sama, 
yang merujuk pada sekumpulan orang yang senang melakukan kriminalitas atau 
kejahatan dan mengasosiasikan diri dengan bersepeda motor sebagai wujud 
ekspresi. 
f. Hukum Pidana Islam 
Hukum pidana islam dalam definisi fiqh dikenal dengan istilah jarimah yang 
berarti perbuatan yang dilarang oleh syara‟ atau bertentangan dengan nash-nash 
Al-Qur‟an dan hadist yang dijatuhi hukuman/sanksi. 
No. Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 
1. Pemidanaan 
 
1. Konsep Pidana 
2. Teori dalam Pemidanaan 
3. Pemidanaan 
4. Pemidanaan dalam hukum Islam 
2. Tindak Pidana 
 
1. Pengertian Tindak Pidana 
2. Unsur-unsur tindak Pidana 
3. Tindak Pidana dalam hokum Islam 
3. Pembunuhan 
 
1. Pengertian tindak Pidana 
Pembunuhan 
2. Jenis-jenis tindak Pidana 
Pembunuhan 
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3. Tindak Pidana Pembunuhan dalam 
Hukum Islam 
4. Geng Motor 1. Istilah Geng Motor 
2. Kategori Perilaku Menyimpang 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan sebenarnya 
mengenai bagaimana Kajian Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana 
Pembunuhan Yang dilakukan Oleh Geng motorPerspektif Hukum Pidana Islam 
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar). Oleh karena itu, untuk 
mengarahkan pembahasan di atas penulis merumuskannya sebagai berikut: 
1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan yang dilakukan 
oleh Geng Motor? 
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan yang 
dilakukan oleh Geng Motor? 
3. Bagaimana perspektifHukum Pidana Islam dalam kaitannya dengan 
pembunuhan yang dilakukan oleh Geng Motor? 
D. Kajian Pustaka 
Skripsi ini berjudul: “Kajian Yuridis Pemidanaan Terhadap Pembunuhan 
Yang dilakukan Oleh Geng motorPerspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di 
Pengadilan Negeri Makassar)” 
Ada beberapa buku referensi yang membahas tentang persoalan Kajian 
Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang dilakukan Oleh Geng 
motorPerspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Pengadilan Negeri 
Makassar)antara lain sebagai berikut: 
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1. Lulu Riszeki Yuliani, dalam Penelitian yang berjudul “Perilaku 
Maskulinitas Agresif pada remaja laki-laki Anggota Geng Motor: Studi Kasus 
Terhadap Tiga Orang Remaja Laki-laki Anggota Geng Motor”. Penelitian ini 
membahas mengenai latar belakang menjamurnya geng motor di Jakarta. Geng 
motor yang umumnya diisi oleh kalangan remaja, sering melakukan perilaku 
negatif atau menyimpang dari norma-norma sosial di masyarakat.  
2. Khaerul,  Julianto, Salmah, dalam Penelitian yang berjudul “Studi 
Kualitatif Geng motor Anarkis”. Penelitian ini membahas fenomena munculnya 
komunitas geng motor yang berkembang di Indonesia saat ini, komunitas 
subkultur yang gemar melakukan tindakan anarkis dan kejahatan di kota 
Makassar. 
3. Tuti Atika, dalam Penelitian yang berjudul “Perkembangan Geng motor 
sebagai salah satu Fenomena Remaja di Kota Medan”. Penelitian ini membahas 
mengenai bentuk kenakalan remaja di kota medan yang sangat memprihatinkan 
tingginya pehatian publik terhadap munculnya geng motor berawal dpada saat 
geng motor melakukan aksi-aksi brutal yang banyak melibatkan anak remaja 
sebagai anggota dari geng motor. merupakan salah satu bagian dari rangkaian 
Pelajaran Hukum Pidana ( Bagian I, II dan III) yang membahas asas-asas hukum 
pidana.  
4. H. Zainuddin Ali, dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana 
Islam.Buku ini memberikan pengetahuan yang luas mengenai hukum pidana 
Islam, studi perbandingan antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana 
umum dan konsep hukum pidana Islam mengenai perlindungan masyarakat dalam 
situasi damai dan konflik. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Setiap gerakan dan tindakan selalu dirumuskan dengan tujuan, sebab tujuan 
itu menjadi pendorong dalam melakukan tindakan dan gerakan. Hal ini sama pula 
dalam penelitian ini juga memiliki tujuan, yaitu: 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah : 
a. Untuk mengetahui apa faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan 
yang dilakukan oleh Geng Motor. 
b. Untuk mengetahuibagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku 
pembunuhan yang dilakukan oleh Geng Motor. 
c. Untuk mengetahuibagaimana perspektif Hukum Pidana Islam dalam 
kaitannya dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Geng Motor. 
2. Kegunaan Teoritis 
Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 
referensi bagi para mahasiswa dan para dosen pengajar utamanya dalam bidang 
ilmu hukum yang khusus membahas tentang Kajian Yuridis Pemidanaan terhadap 
Pelaku Pembunuhan yang dilakukan Oleh Geng motor(Studi Kasus di Pengadilan 
Negeri Makassar). 
3. Kegunaan Praktis 
1) Dapat menambah wawasan mengenai Kajian Yuridis Pemidanaan 
terhadap Pelaku Pembunuhan yang dilakukan oleh Geng motor, baik 
kepada masyarakat, praktisi hukum, dan para mahasiswa hukum. 
2) Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mahasiswa 
tentang akibat hukum yang ditimbulkan dari tindak pidana pembunuhan. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana merupakan pengertian dasar di dalam kajian hukum pidana 
atau yuridis normatif, yang erat kaitannya dengan perbuatan yang melanggar 
hukum pidana. Adapun pendapat para ahli mengenai tindak pidana yaitu sebagai 
berikut: 
a. Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh 
peraturan perundang-undangan, jadi tindak pidana adalah suatu kelakuan 
yang pada umumnya dilarang dengan adanya ancaman hukum pidana. 
b. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam 
dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan 
kesalahan dan dilakukan oleh orang-orang yang cakap hukum atau mampu 
bertanggung jawab atas perbuatannya. 
c. Menurut Pompe,tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran 
terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam 
dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan 
kesejahteraan umum.Sedangkan menurut hukum positif adalah suatu 
peristiwa yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan 
yang dapat dikenai hukuman.8 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Berikut ini merupakan penjelasan singkat mengenai unsur-unsur tindak 
pidana, yaitu: 
a. Adanya perbuatan; 
                                                 
8Tri Andrisman, Hukum Pidana, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007),  h.81. 
  
 
b. Perbuatan tersebut ada Undang-Undang yang mengatur, yaitu bahwa 
perbuatan tersebut harus masuk dalam unsur Pasal atau perbuatan tersebut 
memiliki sifat dan ciri-ciri sebagaimana tercantum secara eksplisit dalam 
Undang-Undang. 
c. Adanya sifat melawan hukum, dalam arti formil atau dalam arti materiil. Sifat 
melawan hukum dalam arti formil yang bertentangan dengan Undang-
Undang. Sedangkan dalam arti materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak 
hanya bertentangan dengan Undang-Undang, akan tetapi juga bertentangan 
dengan nilai-nilai keadilan yang berlaku di masyarakat. 
d. Kemampuan bertanggung jawab seseorang dapat di pertanggung jawabkan 
jika ia normal, artinya bahwa ia memilki perasaan dan pikiran layaknya 
orang-orang lain yang secara normal dapat menentrukan kemauannya 
terhadap keadaan-keadaan atau secara bebas dapat menentukan kehendaknya 
sendiri. 
e. Adanya kesalahan, yaitu ada atau tidaknya kesengajaan dari seseorang ketika 
melakukan sebuah tindak pidana atau ada atau tidaknya kealpaan (sembrono, 
tidak berhati-hati, kurang waspada) dari seseorang untuk melakukan tindak 
pidana. 
f. Alasan penghapusan pidana atau dasar-dasar untuk menentukan kebenaran 
suatu tindakan. Ada suatu keadaan dimana suatu perbuatan yang sebetulnya 
bertentangan dengan hukum tidak dapat dikenakan suatu hukuman, yaitu 
perbuatan dalam keadaan memaksa (overmacth), keadaan darurat 
(noodtoestand), bela diri (noodwear), melaksanakan Undang-
Undang(teruitvoering van een wettelijk voorschrift, dan melaksanakan 
perintah-perintah yang diberikan dengan sah (ambtelijk bevel).9 
                                                 
9Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h.123. 
  
 
Dalam Ilmu hukum pidana terdapat dua unsur tindak pidana yaitu unsur 
obyektif dan unsur subyektif, oleh P.A.F Lamintang dijelaskan sebagai berikut: 
a. Unsur subyektif  
Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau 
yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala 
sesuatu yang terkandung didalam hatinya, sedangkan unsur obyektif adalah unsur-
unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-
keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subyektif dari 
suatu tindak pidana yaitu: 
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa); 
2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang 
dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP; 
3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya 
didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan 
dan lain-lain; 
4) Merencakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang 
misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 
340 KUHP; 
5) Perasaan takut seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana 
menurut Pasal 308 KUHP. 
b. Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah: 
1) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid; 
2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai 
negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau 
“keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroang 
terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; 
  
 
3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab 
dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.10 
3. Tindak Pidana dalam Hukum Islam 
Dalam hukum pidana Islam dikenal istilah Jinayah dan Jarimah. Kedua istilah 
ini secara bahasa memiliki arti dan maksud yang sama. Jinayah merupakan 
tindakan kriminal atau tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum 
serta tindakan yang melanggar perundang-undangan. Artinya, istilah ini mengacu 
kepada hasil perbuatan seseorang, biasanya perbuatan tersebut terbatas pada 
perbuatan yang dilarang oleh syara‟ baik berkaitan dengan jiwa, harta atau jiwa, 
dan harta benda yang bertentangan dengan nash-nash Al-Qur‟an dan Hadist, 
sehingga dapat menimbulkan hukuman had atau hukuman takzir.11 
Beberapa Jumhur Ulama Fikih memberikan kategorisasi terhadap unsur suatu 
perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana yaitu sebagai 
berikut: 
a. Unsur Formil (ar-Rukn Al-Syar‟i) yaitu dalam unsur ini menjelaskan bahwa 
perbuatan dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana ketika ada nash atau 
larangan yang mengatur perbuatan tersebut. 
b. Unsur Materil (al-Rukn al-madiy) yaitu dalam unsur ini menjelaskan bahwa 
adanya sebuah tingkah laku atau perbuatan yang membetuk jarimah. Baik 
dalam bentuk perbuatan yang melanggar maupun sikap yang bertentangan 
dengan syara‟. 
c. Unsur Moril (al-Rukn adabi) yaitu dalam unsur ini menjelaskan bahwa 
pelaku jarimah adalah seseorang yang telah mukallaf atau yang dapat 
                                                 
10P.AF Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, cetakan ke-V(Bandung: Citra 
Aditya Bakti, 2013), h.193. 
11Hamzah Hasan,Hukum Pidana Islam 1 (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h.6. 
  
 
dipersalahkan dan dimintai pertanggung jawaban secara hukum, atau biasa 
dikenal dengan istilah cakap hukum.12 
Adapun pembagian jarimah pada dasarnya tergantung dari berbagai sisi. 
Jarimah dapat ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum yang dikenakan, 
serta ditegaskan atau tidaknya oleh Nash yaitu: 
a. Jarimah Hudud 
Tindak pidana hudud merupakan suatu jarimah yang intensitasnya berat dan 
serius dalam hukum pidana Islam.Tindakan ini meliputi tindakan yang menyerang 
kepentingan umum.Adapun jenis tindak pidana hudud ini yaitu: 
1) Tindak pidana zina; 
2) Tindak pidana qadzaf; 
3) Tindak pidana syurb al-khamr; 
4) Tindak pidana pencurian; 
5) Tindak pidana perampokan; 
6) Murtad; 
7) Tindak pidana pemberontakan. 
b. Jarimah Qishas/Diyat 
 Tindak pidana qishas atau diyat merupakan tindak pidana yang diancam 
dengan hukuman yang sudah ada ketentuan nya diatur oleh syara‟.Qishas atau 
diyat lebih kepada hak manusia atau individu yang bisa digugurkan oleh pihak 
korban dan keluarganya. Adapun jenis tindak pidana qishas atau diyat meliputi: 
1) Pembunuhan sengaja; 
2) Pembunuhan menyerupai sengaja; 
3) Pembunuhan karena kesalahan; 
4) Penganiayaan sengaja; 
                                                 
12Nurul Irfan & Masyrofah, Fikih Jinayah (Jakarta: Amzah, 2013), h.2. 
  
 
5) Penganiayaan tidak sengaja. 
c. Jarimah Ta‟zir 
 Tindak pidana ta‟zir merupakan tindak pidana yang diancam dengan 
hukuman ta‟zir (memberi pelajaran) atau pendidikan atas dosa.Juga diartikan 
sebagai Ar-Raddu wal Man‟u, yang berarti menolak atau mencegah. 
d. Uqubah atau Hukuman 
 Tujuan diadakannya hukuman yaitu untuk menjamin keadilan, kepastian 
hukum dan untuk memelihara juga menciptakan kemaslahatan terhadap manusia 
agar terjauhi dari hal-hal yang dapat mengganggu kehidupan manusia. Hukuman 
diberikan bukan hanya sekadar sebagai pembalasan semata akan tetapi untuk 
memperbaiki individu agar jera atas tindakannya sehingga kedepannya mampu 
menjaga ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat. 
Pemberian hukuman harus bersifat individu, ditujukan kepada pelaku yang 
memang sebenarnya melakukan kejahatan.13 
B. Tindak Pidana Pembunuhan 
1. Definisi Tindak Pidana Pembunuhan 
Dalam KUHP tindak pidana pembunuhan diartikan sebagai kejahatan 
terhadap nyawa. Yaitu kejahatan yang dilakukan dengan cara melakukan 
penyerangan terhadap nyawa orang lain dengan tujuan tertentu. Obyek kejahatan 
ini adalah menyangkut nyawa orang lain, jadi kejahatan ini dapat dikatakan 
sebagai tindak pidana pembunuhan ketika yang menjadi korban adalah manusia, 
bukan hewan atau sejenisnya. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain 
terdapat 3 (tiga) syarat yang harus terpenuhi, yaitu: 
a. Adanya perbuatan; 
b. Adanya kematian (orang lain); 
                                                 
13Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.9. 
 
  
 
c. Adanya sebab akibat atas perbuatan yang mengakibatkan kematian. 
Perbuatan menghilangkan nyawa merupakan delik materiil, yaitu tindak 
pidana yang melarang timbulnya akibat tertentu. Jadi yang dimaksud delik 
materiil dalam kejahatan ini adalah timbulnya akibat dari perbuatan tersebut dan 
sampai selesainya perbuatan tersebut, bukan mengenai bagaimana cara yang 
ditempuh (dipukul, ditembak, dibacok dan lain sebagainya). Jenis-jenis Tindak 
Pidana Pembunuhan 
Kejahatan terhadap nyawa orang lain diatur dalam KUHP dalam Pasal 338 
sampai dengan 350 yang terdiri dari berbagai macam jenis tindak pidana, 
diantaranya: 
a. Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP) 
 Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP ini merupakan tindak 
pidana dalam bentuk pokok (doodslag). Delik ini telah dirumuskan secara lengkap 
dengan semua unsur-unsurnya, yaitu sebagai berikut: 
1) Unsur subyektif, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja; 
2) Unsur obyektif, yaitu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa 
orang lain. 
 Dengan sengaja (dolus), artinya bahwa perbuatan itu dilakukan dengan 
kesengajaan dan dilaksanakan pada saat itu juga, karena sengaja adalah perbuatan 
yang yang terbentuk tanpa ada rencana sebelumnya ini berdasarkan penjelasan 
Pasal 338 KUHP. 
 Unsur obyektif dari tindak pidana pembunuhan yaitu “menghilangkan”. 
Unsur ini juga melipui kesengajaan, dilaksankannya tindakan menghilangkan 
nyawa tersebut, dan mengetahui tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. 
b. Pembunuhan dengan Pemberatan (Pasal 339 KUHP) 
  
 
 Pembunuhan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 339 KUHP yaitu 
tindakan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan 
dengan maksud untuk memudahkan perbuatan tersebut terlaksana. Pembunuhan 
ini dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain. Delik ini 
telah dirumuskan secara lengkap dengan unsur-unsurnya, yaitu sebagai berikut: 
1) Unsur subyektif, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dan 
dengan maksud. 
2) Unsur obyektif, yaitu: 
a) Menghilangkan nyawa orang lain; 
b) Diikuti, disertai, dan didahului dengan tindak pidana yang lain; 
c) Untuk menyiapkan/mempermudah pelaksanaan dari tindak pidana yang akan 
, sedang atau telah dilakukan; 
d) Untuk menjamin tidak dipidananya diri sendiri atau lainnya (pelaku lainnya) 
dalam tindak pidana yang bersangkutan; 
e) Untuk dapat menjamin tetap dikuasainya benda yang telah diperoleh secara 
melawan hukum, dalam ia/mereka tertangkap pada waktu melaksanakan 
tindak pidana. 
 Unsur subyektif yang kedua “dengan maksud” harus diartikan sebagai 
maksud pribadi dan pelaku, yaitu untuk mencapai salah satu tujuan tersebut (unsur 
obyektif), dan untuk dapat dipidanakannya pelaku, seperti dirumuskan dalam 
Pasal 339 KUHP, maksud pribadi itu tidak perlu terwujud/selesai, tetapi unsur ini 
harus didakwakan oleh Pihak JPU dan dibuktikan dimuka pengadilan. 
Adapun unsur obyektif yang kedua, “tindak pidana” dalam Pasal 339 KUHP, 
maka termasuk dalam pengertiannya yaitu segala jenis tindak pidana yang telah 
ditetapkan dalam UU sebagai suatu pelanggaran dan bukan hanya semata-mata 
sebuah kejahatan biasa. Sedangkan yang dimaksud dengan  “pelaku lainnya” 
  
 
adalah yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP (delik penyertaan), yaitu mereka 
yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doenpleger), yang 
menggerakkan/membujuk mereka untuk melakukan sebuah tindak pidana yang 
bersangkutan (uitlokker), dan mereka yang membantu dan turut serta 
melaksanakan tindak pidana tersebut (medepleger). 
Jika unsur-unsur tersebut terpenuhi dan pembunuhan tersebut terbukti di 
muka Pengadilan, maka hal tersebut memberatkan tindak pidana yang dilakukan 
tersebut, sehingga akan mendapat ancaman hukuman yang lebih berat dari delik 
pembunuhan biasa, bahkan sampai pada ancaman hukuman seumur hidup atau 
maksimal selam 20 (dua puluh) tahun. Jika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, 
maka akan meringankan dan bahkan terlepas dari jerat hukuman.14 
c. Pembunuhan Berencana 
 Jenis delik ini diatur dalam Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang 
dilakukan “dengan rencana terlebih dahulu” menurut Memorie van Toelichting 
tentang pembentukan Pasal 340 KUHP diutarakan “dengan rencana telebih 
dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang untuk perencanaan delik 
tersebut, dan menyadari atas perbuatan yang dilakukannya. Dari rumusan tersebut, 
adapun unsur-unsur pembunuhan berencana yaitu sebagai berikut: 
1) Unsur subyektif, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan adanya 
kesengajaan dan telah direncanakan sebelumya; 
2) Unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain 
 Jika unsur-unsur tersebut terpenuhi, dan pelaku sadar akan perbuatannya dan 
dilakukannya, juga dengan adanya unsur kesengajaan didalamnya, maka dapat 
dikenakan Pasal 340 KUHP. 
                                                 
14P.A.F Lamintang, Delik-delik Khusus, Cetakan 1 (Bandung: Bina Cipta, 1986), h.30-37. 
  
 
Selain jenis tindak pidana menghilangkan nyawa yang dijelaskan diatas, 
masih ada beberapa pasal yang mengatur perbuatan menghilangkan nyawa dalam 
bentuk lainnya, akan tetapi penulis membatasi hanya pada 3 (jenis pembunuhan) 
sesuai dengan keperluan dan kepentingan penulis dalam menyusun karya tulis 
ilmiah ini.15 
2. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam 
Pembunuhan dalam hukum pidana Islam adalah perbuatan seseorang terhadap 
orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, baik perbuatan tersebut 
dilakukan dengan adanya kesengajaan maupun tidak dilakukan dengan sengaja.16 
Dalam kajian hukum pidana Islam tidak mengkategorikan pembunuhan 
berdasarkan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan, tetapi 
dibedakan atas niat perbuatan yang dilakukan, yaitu berdasarkan kesengajaan, 
atau ketidaksengajaan. Ada 3 (tiga) jenis pembunuhan berdasarkan hukum pidana 
Islam, yaitu sebagai berikut: 
a. Pembunuhan sengaja (Al- „amd) 
Al-„amd merupakan tindak pidana pembunuhan terencana dengan 
menggunakan instrumen/alat yang dapat mematikan, baik benda tajam maupun 
benda tumpul.Hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja terdiri dari hukuman 
pokok, yaitu qishash, hukuman pengganti yaitu diyat dan ta‟zir, dan hukuman 
tambahan yaitu penghapusan hak waris dan hak wasiat. 
b. Pembunuhan Tidak sengaja (Khata‟u) 
Khata‟u merupakan pembunuhan yang dilakukan tidak dengan niat yang 
terencana sebelumnya, akan tetapi karena kelalaiannya yang mengakibatkan 
nyawa orang lain terbunuh. Menurut Ahmad Wardi Muslich, hukuman untuk 
                                                 
15Leden Marpaung, Tindak Pidana terhadap Nyawa, (Bandung, Garfika 1990), h.30. 
16Hamsah Hazan, Hukum Pidana Islam II (Makassar: Syahadah, 2016), h. 244. 
  
 
pelaku pembunuhan karena kesalahan/tidak sengaja sama dengan hukuman semi 
sengaja, yaitu dengan pemberian hukuman pokok yang terdiri dari diyat dan 
kifarat dan juga hukuman tambahan yang berupa penghapusan hak waris dan 
wasiat. 
c. Pembunuhan Semi Sengaja (Syibh „amd) 
Syibh „amd merupakan pembunuhan secara sengaja tapi keliru, yaitu 
berencana melakukan pembunuhan tapi dengan menggunakan alat yang tidak 
mematikan.Sebagai bukti tidak adanya niat membunuh tersebut dapat dilihat dari 
alat yang digunakan.Apabila alat tersebut pada umumnya tidak mematikan, maka 
pembunuhan yang terjadi termasuk dalam kategori pembunuhan menyerupai 
sengaja.Tetapi jika alat yang digunakan untuk membunuh pada umumnya 
mematikan, seperti senjata tajam atau racun, maka pembunuhan tersebut 
merupakan pembunuhan sengaja.17 
Dalam setiap tindak pidana (jarimah) memiliki unsur-unsur yang harus 
terpenuhi agar dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana, yaitu sebagai 
berikut: 
1) Harus ada nash yang melarang perbuatan (jarimah) dan ancaman 
hukuman terhadapnya, ini yang disebut sebagai unsur formal dalam 
hukum positif (arrukn asy-syar‟i); 
2) Melakukan perbuatan yang membentuk suatu tindak pidana, baik 
perbuatan maupun sikap, ini yang disebut sebagai unsur materiil dalam 
hukum positif (arrukn al-maddi; 
                                                 
17Wahbah Zauhaili, Fiqh Imam Syafi‟i “Al-Fiqhu Asy-Syafi‟i Al-Muyassar” Jilid 3, Edisi 
Indonesia (Jakarta Timur: Almahira, 2010), h.154. 
  
 
3) Pelaku harus orang yang mukallah, artinya dapat pertanggung jawab 
secara penuh atas tindakan yang dilakukannya, ini yang disebut sebagai 
unsur moril dalam hukum positif.18 
C. Geng Motor 
Istilah gangs (geng) ini sejak lama telah digunakan untuk merujuk pada 
kelompok-kelompok berkisar dari “play group”(kelompok bermain di masa 
kanak-kanak dan remaja) hingga kelompok kejahatan terorganisasikan. Geng 
menjadi perhatian umum karena secara awam istilah tersebut merujuk pada 
komunitas perusuh yang biasanya terdiri dari anak-anak muda. Beranjak pada 
pengertian yang lebih sederhana, geng adalah kelompok perkoncoan remaja, 
bukan kelompok pemuda yang didukung orang dewasa. ni merupakan kelompok 
yang anggotanya selalu bersama-sama secara teratur, dan mereka menentukan 
sendiri kriteria keanggotaannya.Definisi tentang geng sangat jelas identik dengan 
kehidupan berkelompok.Hanya saja geng memang memiliki makna yang 
sedemikian negatif.Geng bukan sekadar kumpulan remaja yang bersifat 
informal.Geng dalam bahasa Inggris adalah sebuah kelonpok penjahat yang 
terorganisir secara rapi.Dalam sebuah kelompok moderat, geng merupakan sebuah 
kelompok kaum muda yang pergi secara bersama-sama dan sering kali 
menyebabkan keributan. 
Gengmotor banyak tumbuh dan berkembang di kota-kota besar, dan 
bertanggung jawab atas banyaknya kejahatan dalam bentuk: pencurian, perusakan 
milik orang lain, dengan sengaja melanggar dan menentang otoritas orang dewasa 
serta moralitas yang konvensional, melakukan tindak kekerasan meneror 
lingkungan dan lain-lain. Pada umumnya anak-anak remaja ini sangat agresif 
                                                 
18Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid 1 “At tasyri al-Jima‟i al-
Islamy Muqarranam bi Qaunil Wad‟iy”(Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2005), h.129. 
  
 
sifatnya, dengan tujuan sekadar untuk mengukur kekuatan kelompok sendiri, serta 
membuat kerusakan lingkungan masyarakat.19 
Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh kalangan remaja berupa tindakan 
kriminal yang membuat kita berpikir ulang mengenai integrasi dalam masyarakat. 
Alih-alih menjadi tertuduh utama, sebagaimana yang dituduhkan dalam media 
massa, kenakalan remaja berupa tindak kriminal justru memberikan dampak yang 
besar dalam masyarakat, meskipun pengaruh mereka tidaklah diinginkan 
(uninteded) adanya kriminalitas di kalangan remaja pun mendorong kita bertanya 
penyebab terjadinya tindakan tersebut. 
Kenakalan remaja boleh jadi berkaitan erat dengan hormon pertumbuhan 
yang fluktuatif sehingga menyebabkan perilaku remaja sulit diprediksi, namun ini 
bukanlah jawaban yang tepat atas fenomena perilaku menyimpang dikalangan 
remaja. Rasanya anggapan bahwa hormon berpengaruh sangat besar terlau 
dilebih-lebihkan, sepertinya ada faktor lain yang mempengaruhi angka 
kriminalitas menjadi sangat tinggi dan mengakibatkan keresahan dikalangan 
masyarakat luas. 
Salah satu faktor lain yang juga dapat memicu perilaku menyimpang adalah 
teman sepergaulan remaja tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Sutherland, 
bahwa tindakan kriminal bukanlah sesuatu yang alamiah melainkan dipelajari, hal 
ini yang kemudian menyebabkan pentingnya memilih memilah teman sepergaulan 
untuk para kalangan remaja. 
Pada kenyataannya masih banyak faktor lain yang menjadi penyebab utama 
remaja terjerumus ke dalam kawanan geng motor. Termasuk dengan alasan 
mengapa remaja saat ini memilih bergabung dengan geng motor disebabkan 
                                                 
19Kartono, Kenakalan Remaja(Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.15. 
  
 
karena kurangnya sarana atau media bagi mereka untuk mengaktualisasikan 
dirinya secara positif. 
Remaja pada umumnya, lebih suka memacu kendaraan dengan kecepatan 
yang tinggi sebagai bentuk ekspresi akan hasrat jiwa mudanya, ajang-ajang 
balapan secara legal jarang digelar sehingga banyak muncul balapan liar 
diberbagai tempat. Padahal, ajang-ajang sepeerti ini memiliki manfaat yang besar, 
yang dapat memotivasi untuk berprestasi secara positif, selain itu sebagai ajang 
aktualisasi diri.Karena kurangnya bentuk aktualisasi remaja saat ini akhirnya 
mereka melampiaskan dengan aksi ugal-ugalan dijalan umum yang sangat 
berpotensi memicu terjadinya kecelakaan.20 
D. Pidana dan Pemidanaan 
1. Konsep Pidana 
Istilah “Pidana” merupakan istilah yang lebih khusus sifatnya, yaitu 
menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.Pidana adalah sebuah konsep dalam 
hukum pidana yang masih butuh penjelasan yang lebih rinci lagi untuk dapat 
memahami pidana secara meluas. Menurut Roeslan Saleg “Pidana adalah reaksi 
atas delik, dan ini berwujud pada suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan 
negara kepada pembuat delik itu”.21 
Muladi dan Barda Nawawi: berpendapat bahwa unsur pengertian pidana, 
meliputi: 
a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau 
nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; 
                                                 
20Akbar Ade Putra, Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan 
oleh anggota geng motor di kota Makassar (Makassar: Bidang Studi Hukum Pidana, Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin, 2015) h.26-28. 
21Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia(Jakarta: Aksara Baru, 1983), h.9. 
 
  
 
b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai 
kekuasaan (oleh yang berwenang); 
c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana 
yang bertentangan dengan undang-undang. 
Pengenaan pidana betapapun ringannya pada hakekatnya merupakan 
pencabutan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu, penggunaan pidana sebagai 
sara politik kriminal harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Untuk itu sejak 
zaman dahulu orang telah berusaha untuk mencari solusi atas persoalan “mengapa 
dan untuk apa pidana dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan, 
sehingga muncul kemudian berbagai macam teori mengenai peminadaan. 
2. Teori Pemidanaan 
Berdasarkan pengelompokannya, teori pemidanaan dibagi menjadi 3 (tiga) 
golongan, yaitu sebagai berikut: 
a. Teori Absolut (Teori Pembalasan) 
Teori ini menjelaskan bahwa pidana dijatuhkan ketika seseorang telah 
terbukti secara secara sah menurut melakukan sebuah kejahatan atau tindak 
pidana.Pidana sebagai konsekuensi hukum yang harus diterima sebagai sebuah 
pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan demi memenuhi tuntutan 
keadilan.Setiap orang seharusnya menerima konsekuensi pembalasan atas 
perbuatan yang dilakukan.22 
b. Teori Relatif (Teori Tujuan) 
Teori ini biasa disebut dengan teoir utilitarian, yaitu teori yang hadir atas 
reaksi terhadap teori absolut.Secara umum, tujuan pidana berdasarkan prinsip 
                                                 
22Dalam Muladi dan Barda Nawawi, Teori dan Kebijakan Pidana  (Bandung: Alumni, 1992), 
h.11-12. 
  
 
relatif bukan hanya terbatas pada pembalasan semata, melainkan untuk 
mewujudkan ketertiban di masyarakat umum. Koeswasdji dalam teorinya 
mengemukakan bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu: 
1) Untuk mempertahankan dan menciptakan ketertiban di masyarakat 
(dehandhaving van de maatschappelijke orde); 
2) Untuk menebus kerugian yang dirasakan masyarakat akibat suatu 
kejahatan yang terjadi, (het herstel van het doer de misdaad onstane 
maatschappelijke nadeel); 
3) Untuk memperbaiki si penjahat (verbetering vande dader); 
4) Untuk membinasakan si penjahat (onschadelijk maken van de 
misdadiger); 
5) Untuk mencegah kejahatan (tervoorkonning van de misdaad) 
Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar 
ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang 
dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, 
melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.Adapun tujuan dari pada 
pemidanaan adalah: 
1) Mencegah segala jenis pelanggaran; 
2) Mencegah jenis pelanggaran yang lebih berat; 
3) Menekan angka kejahatan; 
4) Menekan kerugian akibat dari suatu kejahatan. 
5) Dalam ilmu pengetahuan pidana, teori relatif dibagi menjadi 2 (dua) 
yaitu: 
6) Prevensi umum (generale preventie), bertujuan untuk menghindarkan 
agar orang-orang tidak melakukan pelanggaran, atau lebih kepada upaya 
pencegahan; 
  
 
7) Prevensi khusus (speciale preventie), bertujuan untuk menghindarkan 
agar pelaku tidak mengulangi perbuatan kejahatannya lagi. 
Berdasarkan teori tujuan diatas, ini tidak terlepas dari berbagai 
kelemahannya. Berkaitan dengan pandangan Jeremy Bantham, bahwa manusia 
merupakan mahluk yang rasional akan memilih dengan sadar kesenangan 
dibanding kesusahan. Perlu dipersoalkan, karena kejahatan dilakukan dengan 
motif yang beragam.Tidak semua kejahatan dapat dilakukan secara rasional, 
dalam melakukan sebuah kejahatan tidak jarang manusia melakukannya tidak atas 
dasar rasionya tapi lebih pada motivasi emosional yang berlebih sehingga 
mengalahkan rasionya.Ini menandakan bahwa dari sisi motif kejahatan dapat 
diklasifikasikan atas kejahatan dengan motif rasional dan kejahatan dengan dasar 
emosional. 
c. Teori Gabungan 
Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana bukan hanya sebagai pembalas 
atas kesalahan seorang penjahat tapi juga bertujuan untuk melindungi masyarakat, 
dengan salah satu cara yaitu mewujudkan ketertiban. 
Walaupun terdapat berbagai macam perbedaan pendapat mengenai tujuan 
pidana, tapi ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana 
merupakan salah satu sarana yang perlu dicapai untuk mencegah kejahatan serta 
membina pelaku kejahatan, begitupun dengan pidana penjaran yang tidak lain 
merupakan sarana untuk membina para pelaku kejahatan agar tidak lagi 
mengulangi perbuatan yang sama. 
Teori integratif dibagi menjadi tiga golongan, yaitu: 
1) Teori integratif menitikberatkan pada pembalasan, akan tetapi tidak 
melampaui batas atas kejahatan yang dilakukannya demi menjaga 
ketertiban masyarakat. 
  
 
2) Teori integratif menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, 
tapi tidak melebihi dari penderitaan yang beratnya sesuai dengan 
perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. 
3) Teori integratif yang menganggap perlu adanya keseimbangan antara 
kedua hal diatas. 
Dengan demikian pada hakikatnya pidana merupakan suatu pembalasan atas 
kejahatan yang dilakukan pelaku sekaligus memberikan perlindungan terhadap 
pelaku dan juga masyarakat. Di samping itu Roeslan Saleh juga menyatakan 
bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan dapat 
membawa pada kerukunan sekaligus proses pendidikan untuk kehidupan 
bermasyarakat. 
Dalam konteks itulah Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang 
dianggap sesuai dengan pendekatan-pendekatan soiologis, ideologis, dan yuridis 
filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan 
suatu gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam 
kehidupan bermasyarakat.Perangkat tujuan pemidanaan itu adalah: (a) 
pencegahan (umum dan khusus), (b) perlindungan masyarakat, (c)memelihara 
solidaritas masyarakat, (d) pengimbalan/pengimbangan. 
Dari sejumlah pendapat para ahli hukum pidana mengenai tujuan pidana dan 
pemidanaan sebagaimana disebutkan diatas, kesemuanya menunjukkan bahwa 
tujuan pidana dan pemidanaan itu tidaklah tunggal, misalnya untuk pembalasan 
semata, atau untuk pencegahan saja.Akan tetapi tujuan pidana dan pemidanaan itu 
meliputi beberapa tujuan secara integratif.23 
 
 
                                                 
23Dalam Muladi dan Barda Nawawi, Teori dan Kebijakan Pidanah.17-33. 
  
 
3. Pemidanaan 
Pemidanaan merupakan pemberian pidana atau eksekusi pidana berupa sanksi 
yang diberikan kepada si pelaku kejahatan yang terbukti secara sah menurut 
hukum telah melakukan sebuah kesalahan atas perbuatan tindak pidana yang 
dilakukannya. Adapun jenis hukuman atau ancaman hukuman telah diatur dalam 
pasal 10 KUHP yaitu: 
a. Pidana Pokok 
1) Pidana Mati 
Pidana mati merupakan pidana terberat yang diberikan kepada pelaku sebagai 
bentuk sanksi atas tindak pidana. Dari berbagai negara banyak yang menjadikan 
sanksi pidana ini sebagai intreprestasi dari kultur sejarah pemidanaan. Karena 
pada saat ini banyak negara yang tidak lagi memberlakukan hukum pidana 
mati.Akan tetapi, sampai saat ini masih banyak terjadi pertentangan di masyarakat 
untuk diberlakukannya pidana mati, dan melakukan kodifikasi aturan ke dalam 
kitab undang-undangnya.24 
2) Pidana Penjara 
Jenis pidana penjara ini merupakan salah satu jenis pidana yang dimuat dalam 
Pasal 10 KUHP yang berdasarkan Pasal 12 ayat (1) terdiri atas pidana penjara 
seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu. 
Pidana penjara merupakan pidana pencabutan kemerdekaan kebebasan yang 
dilakukan dengan cara menutup pelaku dalam sebuah penjara, dimana pelaku 
harus menaati segala tata tertib yang berlaku didalam penjara.25 
 
                                                 
24J.E. Sahetappy, Pidana Mati Dalam Negara Pancasila(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 
h.10. 
25Tongat, Pidana seumur hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, (Malang: UMM 
Press, 2004),h.35. 
  
 
3) Pidana Kurungan 
Pidana kurungan merupakan bentuk pemidanaan yang dilakukan dengan cara 
memisahkan pelaku kejahatan dari pergaulan hidup masyarakat sehari-hari dalam 
jangka waktu tertentu, dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara. 
Pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara.Karena pidana 
kurungan memberikan kemudahan pelaku dalam kenyamanannya ketika 
pemidanaan. Karena jangka waktu pidana kurungan relatif singkat dibanding jenis 
pemidanaan yang lainnya. 
4) Pidana Denda 
Pidana ini merupakan pidana yang diancamkan atau dijatuhkan dalam perkara 
delik-delik ringan, baik berupa pelanggaran mauupun kejahatan ringan. Selain itu 
pemberian denda juga tidak dibebankan sepenuhnya kepada pelaku saat tidak 
mampu menebus denda tersebut, karena bisa dibayarkan oleh orang lain secara 
sukarela atas permintaan dari si pelaku. 
5) Pidana Tutupan 
Pidana tutupan itu sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-
undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan 
oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan, dengan dasar pertimbangan bahwa 
kejahatan tersebut dilakukan karena adanya dorongan yang memaksa yang patut 
dihormati.26 
4. Pemidanaan dalam Hukum Islam 
Dasar atau asas hukum pidana Islam terkandung dalam Al-Qur‟an dan Hadist 
Rasulullah SAW, baik secara eksplisit maupun implisit. Beberapa asas hukum 
pidana Islam yang telah dikemukakan oleh para pakar hukum Islam, diantaranya 
Ahmad Hanafi, Mohammad Daud Ali, yaitu asas legalitas, asas larangan 
                                                 
26P.A.F Lamintang, Hukum Penitensier di Indonesia(Bandung: Armico, 1984), h.147. 
  
 
melimpahkan kesalahan kepada orang lain, asas praduga tak bersalah. Jimly 
Asshiddiqie menambahkan asas taubat dan asas kondisional.Dan Muhammad 
Tahir Azhary mengemukakan ekualitas, tetapi beliau tidak menyebutkan dasar 
hukum ekualitas. 
a. Dasar Keadilan 
Berdasarkan surah an-Nisa ayat 58 dan ayat 105, bahwa “Sesungguhnya 
Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, 
dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu 
menetapkan dengan adil.Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu.” 
b. Dasar Manfaat 
Surah al-Maidah ayat 119 bahwa: “Inilah saat (hari) orang-orang yang benar 
(pada tutur kata dan amal perbuatan) memeperoleh manfaat dari kebenaran 
mereka. Mereka memperoleh surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, 
mereka kekal didalamnya selama-lamanya, Allah ridha kepada mereka, dan 
mereka pun rida kepada-Nya.Itulah kemenangan yang agung. 
Segala ketentuan hukum yang telah ditentukan oleh Allah pasti untuk 
kemanfaatan setiap manusia.Demikian pula ketentuan hukum tindak pidana baik 
yang qat‟i maupun yang diserahkan melalui lembaga ta‟zir, sudah pasti ada 
kemaslahatannya untuk manusia yang menjadi rahasia Allah Swt. 
c. Dasar Keseimbangan 
Asas keseimbangan berdasarkan pada surah al-Baqarah ayat 178, ayat 179, 
surah an-Nisa ayat 92 dan 93, selain mengandung asas manfaat juga mengandung 
asas keseimbangan. Dimana dalam ayat 92 dan 93 surah an-Nisa ditentukan jenis-
jenis dan bentuk-bentuk sanksi atau hukuman yang seimbang antara tindak pidana 
  
 
“pembunuhan dengan tidak sengaja” dan kondisi pelaku maupun kondisi keluarga 
koran (terbunuh). 
d. Dasar kepastian Hukum 
Asas kepastian hukum antara lain berdasarkan pada surah al-Isra ayat 15 
bahwa, “Kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul.” 
Dalam ayat tersebut secara tegas dinyatakan bahwa Allah tidak akan mengazab 
siapapun sebelum Allah mengutus seorang Rasul untuk menyampaikan wahyu 
kepada manusia antara lain mengenai ketentuan-ketentuan dibidang hukum, baik 
yang qat‟i maupun zanni. Artinya, seseorang atau siapapun juga tidak akan 
dijatuhi hukuman sebelum ada ketentuan hukum secara mutlak maupun zanni, 
baik jenis perbuatan pidananya maupun bentuk hukumannya. 
e. Dasar Praduga tak bersalah 
Dasar hukum asas ini adalah hadis-hadis Rasulullah Saw, yaitu tentang 
hukuman terhadap tindak pidana perzinaan, antara lain hadist tentang ma‟iz bin 
Malik dan Gamadiyah, dan hadis-hadis lainnya. 
“La hukma liaf ali-l‟uqala i qabla wurndinnasi” tidak ada hukum atas 
perbuatan orang yang berakal sebelum ada nash (ketentuan). 
“al-aslu fil-asyya‟i wal-if alil-ibahah”, asal semua perkara dan semua 
perbuatan adalah ibadah atau boleh (kecuali perkara dan perbuatan yang 
ditentukan hukumnya secara pasti). 
f. Dasar asas Legalitas 
Surah an-Nisa ayat 58,59, dan 105. Surah an-Nisa ayat 58, sebagaimana telah 
dikemukakan dalam pembahasan pada asas keadilan ialah menentukan tentang 
kewajiban memegang amanah dan berlaku adil dalam menetapkan hukum. 
Sedangkan surah an-Nisa ayat 59 menentukan kewajiban setiap orang yang 
beriman agar taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, serta kepada ulil amri 
  
 
(penguasa atau mujtahid),serta mengembalikan kepada syariah Islam (Al-Qur‟an 
dan Hadis) apabila diantara manusia terdapat perselisihan pendapat tentang 
sesuatu hal. 
g. Dasar tidak berlaku Surut (Non-retroaktif) 
Berdasarkan surah al-Isra ayat 15 yang menetapkan “...kami tidak akan 
mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul.” Dan juga surah an-Anfal ayat 
38 menetapkan bahwa “katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti 
(dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang 
sudah berlalu.” 
h. Dasar asas Pemberian maaf 
Hukum pidana Islam dikenal asas pemberian maaf, khususnya dalam tindak 
pidana pembunuhan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, 
dan kejahatan melukai orang lain. Dalam tindak pidana pembunuhan terkandung 
hak Allah Swt (hukum publik), terkandung juga hak Insani (hukum perdata). 
i. Dasar asas Musyawarah 
Menentukan jumlah diyat yang harus dibayar oleh pelaku kejahatan, tentu 
terlebih dahulu harus melalui pembicaraan untuk memusyawarahkan hak dan 
kewajiban masing-masing pihak, agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan 
masyarakat.Jika pelaku tidak mampu secara finansial, atau sebaliknya, jika 
keluarga atau korban yang bersangkutan memang sangat memerlukan diyat, maka 
tentu diperlukan musyawarah.Rasulullah SAW telah menentukan batasan diyat 
dalam hadis-hadis beliau.Namun ketetapan Rasulullah tidak berarti menutup pintu 
musyawarah bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan.27 
 
                                                 
27Muhamad A.S Gilalom, “Penguatan Sanksi Pidana Islam dalam Sistem Pelaksanaan 
Pemidanaan Menurut KUHP”dalam https://media.neliti.com/media/publications/146990-ID-
penguatan-sanksi-pidana-islam-dalam-sist.pdf  diakses pada 22 januari 2019 pukul 01:41 WIB 
  
 
E. Dasar Pemberatan dan Peringanan Pemidanaan 
1. Dasar Pemberatan Pidana 
Dasar pemberatan pemidanaan merupakan suatu pedoman atau penyusunan 
pidana bagi pembentuk Undang-undang, yang menjadi perbedaan disini adalah 
lebih kepada pedoman hakim dalam melaksankan tugas ketika hendak 
menjatuhkan putusan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. 
Pemberatan ancaman pidana dalam KUHP dibedakan menjadi 2 (dua) 
kategori. Pertama, dalam kategori umum pemberatan pidana yang diatur dalam 
Aturan umum buku 1 KUHP. Dalam hal ini, KUHP menggunakan pola yang 
seragam, seperti pemberatan karena adanya tindak pidana yang berbarengan, baik 
karena concursus idealis, concursus realis, maupun voortgezette handeling 
(sekalipun terdapat teknik pemberatan yang berbeda satu sama lain). Dalam hal 
ini ancaman pidana yang ditentukan (dapat dijatuhkan) menjadi sepertiga lebih 
berat dari ancaman pidana yang yang termuat dalam rumusan delik tersebut yang 
memuat ancaman pidana yang terberat.28 
Kedua, dalam kategori khusus pemberatan pidana yang diatur dalam aturan 
mengenai tindak pidana (kejahatan dan pelanggaran) dalam rumusan delik yang 
terdapat dalam buku II dan buku III KUHP.Pola pemberatan khusus ini, juga 
dibedakan menjadi dua kelompok.Kelompok pertama merupakan pemberatan 
dalam kategori khusus yang seragam, yaitu pemberatan pola seragam seperti 
pemberian dalam kategori umum, yaitu diperberat sepertiga.Dalam hal ini 
ancaman pidana diberatkan karena adanya pengulangan (recidivice) 
delik.Ancaman pidana juga diberatkan karena adanya kualitas khusus pelaku 
(subjek delik), misalnya sebagai pegawai negeri.Selain itu, ancaman pidana juga 
                                                 
28Barda N. Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana(Bandung: Citra Aditya Bhakti, 
1996), h.175. 
  
 
diberatkan karena kualifikasi khusus dari objek delik, seperti penganiayaan yang 
dilakukan terhadap ibu, bapak, istri atau anak pelaku, yang pidananya ditambah 
sepertiga dari maksimum khususnya. 
Kelompok kedua merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang tidak 
seragam, yaitu pemberatan pidana dilakukan baik dengan peningkatan kualitas 
maupun kuantitas ancaman pidananya.Pemberatan terjadi karena perubahan jenis 
pidana, misalnya perubahan jenis pidana penjara menjadi pidana mati dalam 
pembunuhan berencana. 
2. Dasar Peringanan Pidana 
Menurut Jonkers (Zainal Abidin Farid, 2007; 493) bahwa sebagai unsur 
peringanan atau pengurangan pidana yang bersifat umum adalah: 
a. Percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP) 
b. Pembantuan (Pasal 56 KUHP) 
c. Strafrechtlijke minderjatingheld, atau orang yang belum cakap hukum sesuai 
umur (Pasal 45 KUHP). 
Pendapat Jonkers sesuai dengan pendapat Hazewinkel Suring, yang 
mengemukakan percobaan dan pembantuan adalah bukan suatu bentuk keadaan 
yang memberikan ciri keringanan kepada suatu delik tertentu, tetapi percobaan 
dan pembantuan merupakan bentuk keterwujudan yang berdiri sendiri dan 
tersendiri dalam delik. 
Pasal 45 KUHP yang sudah ketinggalan zaman itu memberikan wewenang 
kepada hakim untuk memilih tindakan dan pemidanaan terhadap anak yang belum 
mencapai usia 16 tahun, yaitu mengembalikan anak tersebut kepada orang tuanya 
atau walinya tanpa dijatuhi hukuman pidana atau memerintahkan supaya anak-
anak itu diserahkan kepada pemerintah tanpa dipidana dengan syarat-syarat 
tertentu ataupun hakim menjatuhkan pidana. Jikalau kemungkinan yang ketiga 
  
 
dipilih oleh Hakim, maka pidananya harus dikurangi sepertiganya, misalnya 
seorang anak SMP menghilangkan nyawa anak SMAyang berusia 13 tahun. Kalau 
hakim hendak menjatuhkan pidana tertinggi, maka pidana tertingginya adalah 15 
tahun dikurangi 5 tahun sama dengan 10 tahun penjara. Hakim dapat memilih dan 
menentukan pidana paling ringan yaitu 1 hari menurut Pasal 12 (2) KUHP sampai 
pidana maksimum yang ditentukan didalam Pasal 338 KUHP yang dikurangi 
sepertiganya. Hanya hakim yang perlu memperhatikan hunyi pasal 27 Undang-
undang pokok Kekuasaan Kehakiman yang memerintahkan Hakim 
memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta 
memperhatikan tujuan pemidanaan yang dianut di Indonesia yaitu membalas 
sambil membidik.29 
                                                 
29Muhammad Riduan, Alsa Law Study Book(Universitas Jember, Universitas Sriwijaya, 
2018), h.40. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode 
penulisan baik dalam pengumpulan data maupun dalam pengolahannya. Adapun 
metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
A. Jenis dan lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian  yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 
gabungan antara penelitian yuridis dan penelitian empiris.Penelitian ini  lebih 
menekankan pada pengumpulan data lapangan dengan tujuan untuk 
menkonstruksikan kenyataan (fakta) dengan penerapan hukum terhadap pelaku. 
Dengan berdasarkan fokus penelitian pada faktor yang menyebabkan terjadinya 
pembunuhan yang dilakukan oleh Geng motor, dan Penerapan sanksi pidana baik 
materiil maupun formil terhadap pelaku pembunuhan oleh Geng motor, serta 
perspektif Hukum Islam dalam kaitannya dengan Pembunuhan oleh Geng motor. 
2. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan 
masalah yang diangkat dan pembahasan yang akan dijelaskan dalam penulisan 
skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi di 
Pengadilan Negeri Makassar dan Polrestabes Makassar. Lokasi penelitian dipilih 
dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Makassar dan Polrestabes 
Makassar yangmemeriksa dan mengadili kasus yang berkaitan dengan objek 
sasaran yang diangkat dalam penelitian ini. 
  
 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah Pendekatan 
kasus(CaseApproach). Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada 
kasus-kasusyang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. 
1. Pendekatan Yuridis adalah suatu metode yang menekankan pada suatu 
penelitian dengan melihat pada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
2. Pendekatan Normatif syar‟I (Teologi Normatif) yang melihat apa yang 
terdapat di dalam Al-Qur‟an dan Hadist serta pendapat para Ulama. 
C. Sumber Data 
Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui sumbernya, 
yaitu hasil wawancara dengan Narasumber yaitu Hakim selaku yang memeriksa 
dan memutus perkara dalam kasus ini dan Pihak Kepolisian yang terlibat dalam 
menangani kasus ini. 
Data Sekunder, yaitu data yang berupa Kepustakaan (library research)yaitu 
penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur baik 
dari perpustakaan maupun dari berbagai sumber lainnya seperti jurnal, karya tulis 
ilmiah, salinan putusan.30 Untuk mengutip berbagai sumber bacaan tersebut, 
digunakan dua teknik yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. 
 
 
 
                                                 
30Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial(Cet.6; Yogyakarta: Gajah Mada 
Universitas Press, 1995), h. 30.  
  
 
D. Metode Pengumpulan Data 
1. Wawancara  
Penelitian ini dilakukan melalui proses wawancara berupa penyajian 
pertanyaan oleh peneliti terhadap narasumber untuk memperoleh data 
primer melalui pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. 
2. Dokumentasi 
Salah satu metode pengumpulan data yaitu dokumentasi dengan 
mengumpulkan data melalui dokumen atau berkas yang diperlukan 
dalam penelitian ini. 
E. Instrumen Penelitian 
Adapun instrumen penelitian yang digunakan peneliti dalam pelaksanaan 
penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Peneliti 
Peneliti adalah subjek yang melakukan suatu penelitian dalam hal ini 
peneliti itu sendiri. 
2. Pedoman wawancara 
Pedoman wawancara inilah yang digunakan pada saart wawancara sebagai 
dasar untuk memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan 
melalui pedoman tersebut agar lebih terkonsep. 
3. Buku dan Alat tulis 
Digunakan untuk mencatat segala percakapan atau pendapat yang 
diperoleh melalui wawancara bersama narasumber. 
4. Kamera 
  
 
Digunakan untuk dokumentasi bersama dengan narasumber pada saat 
proses penelitian berlangsung. 
5. Tape Recorder/ handpone (HP) 
Digunakan untuk melakukan perekaman pada saat proses wawancara agar 
semua yang disampaikan oleh narasumber dapat terekam keseluruhan 
demi hasil penelitian yang akurat. 
F. Teknik  Analisis Data 
Data yang di peroleh dari data primer dan data sekunder akan di olah dan 
dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang di terapkan sehinggah di peroleh 
gambaran yang jelas. Analisis data yang di gunakan adalah analisis data yang 
berupaya memberikan gambaran yang jelas dan konkrit terhadap objek yang 
dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut di sajikan secara deskriptif 
yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitanya dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
KAJIAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU 
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR 
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Pengadilan Negeri Makassar 
a. Sejarah Pengadilan Negeri Makassar 
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar, yang merupakan 
Pengadilan yang berwenang mengadili perkara dalam satu wilayah yurisdiksi 
Makassar. Sehingga seluruh perkara yang berada di wilayah locus Makassar 
menjadi wewenang Pengadilan Negeri Makassar dalam hal ini.  
Kantor Pengadilan Negeri Makassar terletak di jalan Kartini No.18/23, 
Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi 
Selatan dan berada pada titik koordinat 119º 24' BT-5º 8' 90,7" LS. 
Dalam sejarahnya, Pengadilan Negeri Makassar dibangun tepatnya pada 
tahun 1915 dengan nama awal Raad Van Justitia. Dahulu bangunan pengadilan 
ini menghadap tiga jalan, yaitu jalan Juliana Weg di utara (sekarang merupakan 
jalan Kartini), Hospital Weg di timur (sekarang jalan sudirman), dan Justitia Laan 
di selatan (sekarang jalan Ammanggapa) (Asmunander, 2008). 
Pada era pasca kemerdekaan RI nama kantor ini berganti menjadi 
Pengadilan Negeri Makassar dan nama ini pun yang tercantum dalam SK 
  
 
Penetapan BCB oleh Membudpar tahun 2010. Saat ini, namanya berubah lagi 
menjadi kantor Pengadilan Negeri Kelas 1a Khusus Makassar. 
Dahulu Pengadilan ini terbagi menjadi dua fungsi yakni Raad van Justitia, 
merupakan pengadilan untuk orang-orang cina, dan orang pribumi keturuan 
bangsawan yang letaknya dibagian utara bangunan, dan Landraad yang 
merupakan pengadilan untuk orang-orang pribumi, letaknya dibagian selatan 
bangunan. 
Adapun batas-batas wilayahnya yaitu sebagai berikut: 
a. Sebelah utara berbatasan dengan Jl. Kartini; 
b. Sebelah timur berbatasan dengan Jl. Sudirman; 
c. Sebelah selatan berbatasan dengan Jl. Ammangappa; 
d. Sebelah  barat berbatasan dengan gedung kejaksaan negeri makassar. 
b. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Makassar 
Pengadilan Negeri Makassar, berdiri dengan visi “Terwujudnya 
Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang Agung” dan dengan 
beberapa misi yaitu: 
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus 
2. Memberikan pelayanan hokum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I 
A Khusus 
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparasi di Pengadilan Negeri Makassar 
Kelas I A Khusus. 
  
 
Lebih khususnya Pengadilan Negeri Makassar merupakan pengadilan di 
kota besar makassar  yang berwenang mengadili berbagai macam perkara khusus 
berbeda dengan pengadilan lain yang berada di Sulawesi Selatan ini, Pengadilan 
Negeri Makassar selain mengadili perkara umum atau biasa, juga memiliki tugas 
dan peran dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus, dan sengketa 
lainnya sehingga menjadikan Pengadilan Negeri Makassar sebagai Pengadilan 
induk Kelas I A Khusus di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. 
c. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Makassar 
Untuk mewujudkan suatu tujuan yang sudah menjadi ketetapan instansi 
perlu diketahui batas-batas kewenangan dan tanggung jawab masing-masing 
personil yang ada dalam instansi maupun organiasi lainnya, setiap bagian 
personilnya harus saling berkoordinasi dalam pelaksanaan wewenang dan 
tanggung jawab. 
  
 
Struktur organisasi merupakan serangkaian aktivitas yang terkoordinasi 
dengan kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan yang menunjukkan 
hubungan-hubungan seluruh pekerjaan atau jabatan masing-masing agar segala 
tugas dalam organisasi dapat terlaksana secara efisien dan efektif. 
Adapun tugas dan fungsi pokok masing-masing bagian yaitu sebagai 
berikut: 
a. Ketua Pengadilan  
1) Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan 
rutin atau pembangunan 
2) Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan 
memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para hakim 
maupun seluruh karyawan 
3) Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa 
keluar dari ruang kepaniteraan, daftar, catatan, risalah, berita acara serta 
berkas perkara 
4) Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat 
tidak mampu, ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau 
tanpa membayar biaya perkara) 
b. Wakil Ketua Pengadilan 
1) Membantu ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka 
panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya 
2) Mewakili ketua bila berhalangan 
3) Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua  
  
 
4) Pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah 
dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta 
melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua 
c. Hakim 
Hakim pengadilan adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas dalam 
kekuasaan kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan 
mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Dalam 
perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras 
untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan 
yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hakim  juga memiliki peran penting 
dalam pelaksanaan persidangan, sebagai pemangku kebijakan dalam segala proses 
dimulai hingga berakhirnya persidangan. Oleh karena itu hakim harus menjaga 
independensi daripada kewenangannya sebagai penegak hukum yang tidak boleh 
dibatasi oleh kehendak orang lain.  
d. Panitera  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri kelas 1 A Khusus mempunyai tugas 
melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta 
menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara 
e. Panitera Muda Perdata 
Mempunyai tugas melaksanakan segala macam administrasi perkara di 
bidang perdata.  
 
 
  
 
f. Panitera Muda Pidana 
`Panitera muda pidana mempunyai tugas melaksanakan segala 
administrasi perkara di bidang pidana. 
g. Panitera Muda Khusus Niaga, PHI, dan Tipikor 
Panitera muda khusus mempunyai tugas melaksanakan administrasi 
perkara di bidang perkara khusus, antara lain perkara niaga, penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial dan tindak pidana korupsi serta perkara khusus 
lainnya yang diperlukan. 
h. Panitera Muda Hakim 
Panitera muda hakim mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, 
pengolaan, dan penyajian data perkara, hubungan masyrarakat, penataan arsip 
perkara serta pelaporan.  
i. Panitera Pengganti 
Panitera pengganti mempunyai tugas membantu hakim dalam persidangan 
perkara perdata maupun pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut 
kepada paintera muda yang bersangkutan 
j. Juru Sita 
Juru sita mempunyai tugas melaksanakan semua perintah yang diberikan 
oleh Hakim Ketua Majelis, menyampaikan informasi dan pengumuman baik 
berbentuk teguran, protes dan pemberitahuan putusan pengadilan. Melakukan 
penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri. Dan membuat berita acara 
penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepad pihak terkait. 
 
  
 
k. Sekretaris 
Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang 
administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan 
prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus. 
l. Kepala Bagian Umum 
Mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, dan anggaran 
kepegawaian, keuangan, penataan organisasi dan tata laksana, pengolaan 
teknologi informasi dan statistik, surat menyurat, arsip, perlengkapan rumah 
tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan serta 
pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di 
lingkungan kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus.  
m. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi, dan Pelaporan 
Subbagian perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai 
tugas melaksanakan penyiapan, bahan pelaksanaan rencana, program, dan 
anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan 
pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.  
n. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata laksana 
Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata 
laksana, akuntabilitas, serta informasi birokrasi.  
 
 
 
 
  
 
o. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan 
Sub Bagian tata usaha dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan 
urusan persuratan, perlengkapan, rumah tangga, kemananan, keprotokolan, 
hubungan masyarakat, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.31 
2. Polrestabes Makassar 
a. Profil Polrestabes Makassar 
Secara administrasi kota Makassar terbagi atas 14 kecamatan namun untuk 
wilayah hukum polrestabes Makassar hanya membawahi 12 polsek dari 14 
kecamatan dan 142 kelurahan dengan 885 RW dan 4446 RT dengan ketinggian 
kota Makassar bervariasi antara 0-25 meter dari permukaan laut, dengan suhu 
udara antara 20 derajat celcius. Polri sebagai institusi negara yang bertugas 
memelihara keamanan dalam negeri, penegakan hukum, memberikan pelayanan, 
perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat harus dapat mengantisipasi 
berbagai bentuk ancaman sebagai dampak perkembangan lingkungan strategi 
terutama berkaitan dengan kebijakan pemerintah dengan agenda utama meliputi 
peace, demokrasi, dan property dalam mewujudkan Indonesia lebih aman, damai, 
adil, demokrasi dan sejahtera. 
b. Visi dan Misi Polrestabes Makassar 
Polrestabes Makassar memiliki visi “memberikan perlindungan dan 
pelayanan kepada masyarakat di wilayah kota Makassar dengan mewujudkan 
tampilan polisi yang terampil, cepat, professional, kuat serta dipercaya masyarakat 
                                                 
31Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar, Sejarah visi dan misi Pengadilan Negeri 
Makassar, situs resmi PN Makassar, http://www.pn-makassar.go.id/website/index.php/tentang-
kami/profil-pengadilan-negeri-makassar/sejarah/diakses pada tanggal 10 Juni 2019. 
  
 
melalui giat pengelolaan permasalahan dan pengelolaan kepolisian yang 
terprogram dan sistematis sehingga dapat mewujudkan situasi wilayah kota 
Makassar yang aman dan dinamis. Adapun misi yang dimiliki oleh Polrestabes 
Makassar yaitu: 
1. Memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat 
sehingga masyarakat terbebas dari segala gangguan. 
2. Melaksanakan perubahan-perubahan ke arah perbaikan dalam rangka 
menjawab tantangan perubahan sosial yang ada serta mewujudkan tampilan 
kesatuan yang kuat melayani dan melindungi masyarakat. 
3. Menekan gangguan kamtibmas yang terjadi melalui kegiatan preventif dan 
penegakan hukum yang terukur, professional dan proporsional serta 
menjunjung tinggi HAM dalam rangka mengurangi tingkat keresahan 
masyarakat. 
4. Memelihara kambitmas dengan memperhatikan norma dan nilai yang 
berlaku dalam bingkai masyarakat demokratis. 
5. Melakukan pelaksanaan fungsional kepolisian sehingga dapat mewujudkan 
polsek yang dapat dipercaya oleh masyarakat.32 
B. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pembunuhan yang Dilakukan oleh 
Geng Motor. 
Kota Makassar merupakan salah satu kota yang sama dengan kota lainnya 
yang berada di Indonesia yang disaat ini tengah menghadapi suatu situasi yang 
                                                 
32Polrestabes Makassar, Profil dan visi misi Polrestabes Makassar, situs resmi Polestabes 
Makassar,http://www.polrestabesmakassar,com/blog/tag/polrestabesmakassar/diakses pada 
tanggal 13 Juli 2019. 
 
  
 
lagi maraknya kejahatan oleh geng motor baik kalangan remaja terlebih dewasa. 
Bahkankejahatan geng motor telah merambat pada intensitas kejahatan yang 
cukup tinggi berupa tindak pidanapembunuhan. Sebagaimana telah diketahui 
bahwa pembunuhan merupakan sebuah tindak pidana yang berkaitan dengan 
kejahatan terhadap nyawa orang lain dan termasuk dalam kategori tindak pidana 
umum. Perlakuan tindak pidana seperti pembunuhan ini telah melanggar suatu 
undang-undang yang diterapkan di masyarakat, dan telah diatur Di dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
Menurut hasil wawancara dengan Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal 
Kepolisian diperoleh informasi bahwa ada 9 komunitas subkultural geng motor 
yang sudah ada dan berkembang di kota Makassar  yaitu Tetta, Lontara, 
Mappakkoe, Sekicol, Batuu lase, Kopergo, Hallilintar, Lada hitam, Inmoral. 
Dimana kelompok geng motor ini sering melancarkan aksi kejahatan di kota 
makassar, dengan brutal dan tidak sedikit pula mengarah pada tindak pidana 
terhadap nyawa atau pembunuhan.  
Seperti pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh geng motor yang 
terjadi di Jalan Andalas Kota Makassar, berdasarkan hasil putusan akhir dari 
Pengadilan Negeri Makassar Nomor 530/Pid.B/2015/PN Mks bahwa pada 
awalnya Korban bersama dengan warga masyarakat di jalan Andalas menghadang 
sekumpulan geng motor tetta yang kabarnya selalu mengganggu masyarakat 
setempat dengan kehadirannya, dan warga menahan salah satu anggota dari geng 
motor tersebut sehingga terdakwa bersama temannya yang lainnya berputar balik 
dan kemudian melempar sebuah batu kearah warga setempat, dan korban pada 
  
 
saat itu kakinya terpeleset dan kemudian terjatuh hingga pada akhirnya terdakwa 
mendekati korban dan menusuk korban menggunakan badik pada bagian 
pinggang sebelah kiri dan setelah itu anggota geng motor lainnya menendang dan 
menginjak-injak korban. Hingga pada akhirnya dinyatakan meninggal dunia 
berdasarkan hasil visum et repertum di RS Grestelina. Berdasarkan kronologi 
kejadian tersebut benar adanya bahwa terdakwa  yang merupakan geng motor 
melakukan perbuatan menusuk korban dengan cara menggunakan badik tepat 
pada bagian pinggang sebelah kiri si korban. 
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pihak Kepolisian Resort 
Kota Besar Makassar yaitu Bripka Adhi Darmawan 24 Mei 2019, maka peneliti 
merumuskan suatu kesimpulan yang dapati dijadikan jawaban terhadap faktor-
faktor yang melatar belakangi atau menyebabkan terjadinya Pembunuhan yang 
dilakukan oleh Geng motor, yaitu sebagai berikut: 
1. Faktor Gengsi atau sikap  
Penyebab pembunuhan oleh Geng motor yaitu, dalam hal ini berkaitan juga 
dengan gengsi atau sikap cenderung pada kemauan untuk memperoleh 
pengakuan oleh orang lain atas kekuatan daripada kemampuan yang dimiliki 
oleh geng motor. 
2. Faktor Lingkungan 
Penyebab pembunuhan oleh Geng motor yaitu, salah satu penyebab juga 
karena faktor lingkungan, dalam kehidupan sehari-hari seseorang melakukan 
segala aktifitas tidak terlepas dari lingkungan sekitarnya. Seperti pada pola 
  
 
pergaulan yang cenderung pada hal negative dan merupakan sebuah kesalahan 
yang berakibat fatal sehingga muncul tindakan pembunuhan. 
3. Faktor Emosional  
Penyebab pembunuhan oleh Geng motor yaitu, sikap emosional pada diri 
individu atau anggota geng motor sehingga dengan berani melakukan sebuah 
tindakan yang melukai orang lain denga menggunakan senjata tajam tanpa 
mempertimbangkan dengan baik konsekuensi dari sisi perbuatannya. 
4. Faktorsikap ingin turut terlibat dalam segala aksi 
Penyebab pembunuhan oleh Geng motor yaitu, karena adanya sikap ingin turut 
terlibat dalam segala aksi yang berkaitan dengan aktifitas geng motor sehingga 
menjadikannya ingin turut serta dan ikut-ikutan dalam perbuatan kejahatan ini. 
5. Faktor adanya Kesempatan 
Penyebab pembunuhan oleh Geng motor yaitu, dengan adanya kesempatan 
sehingga pelaku memperoleh situasi atau keadaan yang memungkinkan 
sehingga pelaku dapat melancarkan aksinya dalam melakukan tindakan 
pembunuhan terhadap si korban.33 
Adapun selain itu, peneliti melakukan wawancara dengan Hakim 
Pengadilan Negeri Makassar, maka peneliti memperolehkesimpulan yang dapat 
diperoleh terhadap jawaban mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 
pembunuhan oleh Geng motor, yaitu sebagai berikut: 
1. Faktor dampak penyakit sosial 
                                                 
33Adhi Darmawan, Penyidik Kepolisian, Polrestabes Makassar, wawancara tanggal 24 
Mei 2019. 
  
 
Penyebab pembunuhan oleh Geng motor yaitu, karena dampak dari penyakit 
sosial, penyakit sosial ini kemudian hadir sebagai suatu keadaan yang tidak 
memungkinkan kehidupan sosial berjalan dengan baik, sehingga menjadikan 
ketidak mampuan nilai-nilai sosial termasuk nilai agama yang tidak lagi jadi 
suri tauladan bagi orang. Kurangnya iman dan pemahaman agama pada diri 
seseorang mejadikannya tidak dapat berfikir jernih ketika melakukan suatu 
tindakan yang bahkan sampai pada perbuatan pembunuhan. Hal ini 
dikarenakan kurangnya pemahaman dalam Agama bahwa perlunya  
mempertimbangkan suatu perbuatan yang bersifat merugikan orang lain, dan 
memiliki konsekuensi yang besar ketika melakukan sebuah tindakan seperti 
pembunuhan ini. 
2. Faktor diluar batas kontrol  
Penyebab pembunuhan oleh Geng motor yaitu, adanya perbuatan yang 
dilakukan yang sudah diluar batas kontrol sehingga memaksakan pelaku 
terhadap kehendaknya sendiri sehingga melakukan sebuah perbuatan atau 
tindakan yang memaksanya melakukan hal tersebut karena keinginannya agar 
terpenuhi dan merasakan kepuasan terhadap tindakan yang dilakukan. 
3. Faktor Entitas 
Penyebab pembunuhan oleh Geng motor yaitu, adanya entitas atau bukti untuk 
ingin menunjukkan kepada orang lain sampai dimana sifat jagoan serta 
kekuatan atau sejauh mana trade rekor geng motor sehingga bisa menusuk atau 
melukai seseorang dan bahkan melakukan pembunuhan, sehingga orang lain 
takut dengan kehadiran geng motor. 
  
 
 
 
4. Faktor adanya protes sosial  
Penyebab pembunuhan oleh Geng motor yaitu, adanya protes sosial kepada 
keberadaan suatu kondisi sosial saat ini, karena pergaulan yang sangat luas 
seperti adanya pergaulan antar kelompok masyarakat atau beberapa kelompok 
lain sesuai kebutuhannya sehingga akibat dari pergaulan tersebut 
mengakibatkan hadirnya geng moto sebagai komunitas yang bebas dengan 
segala aktifitasnya yang mengakibatkan kerugian di masyarakat. 
5. Faktor penegakan hukum tidak tepat sasaran 
Penyebab pembunuhan oleh Geng motor yaitu, karena penegakan hukum yang 
tidak tepat sasaran. Dimana seharusnya perbuatan dari si pelaku mampu 
memberikan efek jera bukan hanya dari segi pemidanaan tetapi juga berkaitan 
dengan rehabilitasi atau penyuluhan terhadap masyarakat akan pentingnya 
menjaga ketertiban dimasyarakat sehingga mampu meminimalisir segala 
aktifitas kejahatan yang memungkinkan terjadi. 
6. Faktor dampak IPTEK 
Penyebab pembunuhan oleh Geng motor yaitu, maraknya ilmu pengetahuan 
dan teknologi (IPTEK) yang dimana generasi belum sanggup mencerna dengan 
baik sehingga bukan sisi positif yang ditiru justru sisi negatif. Hadirnya 
berbagai tontongan atau tayangan yang memperlihatkan tindak negative 
terkadang mengandung unsur kejahatan, kekerasan, dan hal negative 
lainnya,ini yang menjadikanmereka tidak memanfaatkan teknologiyang ada 
  
 
saat ini dengan sebaik-baiknya. Terlebih lagi teknologi yang hadir saat ini 
merupakan nilai asing yang hadir dalam masyarakat Indonesia dengan berbagai 
dampak yang dapat memberikan nilai negatif jika tidak dimanfaatkan secara 
sehat.34 
Hadirnya berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembunuhan 
yang dilakukan oleh Geng motor menjadikan kejahatan geng motor sebagai 
kejahatan yang terstruktur karena bukan hanya mengacu pada kriminalitas biasa 
saja akan tetapi sudah merambat pada kejahatan yang lebih meresahkan 
masyarakat dengan terjadinya pembunuhan. Maka dalam hal ini perlu ada upaya 
penegakan hukum dalam mengantisipasi dan juga mencegah terulangnya kembali 
berbagai kejahatan termasuk pembunuhan yang dilakukan oleh geng motor. 
Adapun cara untuk mengantisipasi atau mencegah sebelum terjadinya 
tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh geng motor sebagai sebuah peristiwa 
pidana yaitu sebagai berikut: 
1. Preventif (Pencegahan) 
a. Membangun kewibawaan dan kepastian hukum yang mampu memenuhi hasrat 
dan rasa keadilan terhadap masyarakat. 
Perilaku kriminalitas dalam masyarakat seperti pembunuhan yang dilakukan 
oleh geng motor sendiri pada kenyataannya harus segera dilakukan upaya 
untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Untuk menyelesaikannya perlu 
adanya upaya menelisik lebih jauh terhadap akar permasalahan munculnya 
                                                 
34Doddy Hendrasakti,  Hakim Pengadilan Negeri Makassar, wawancara tanggal 29 Mei 
2019. 
 
  
 
tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh geng motor tersebut. Mengingat 
bahwa akar permasalahannya adalah ketidakpatuhannya masyarakat terhadap 
ketertiban umum sehingga dengan leluasa melancarkan aksi demi memperoleh 
kepuasan tersendiri dalam beraktifitas sehingga mengakibatkan terganggunya 
orang lain akibat ulah geng motor, maka fungsi hukum perlu dilaksanakan 
secara konsekuen dan professional oleh apparat penegak hukum. Membangun 
dan menguatkan system hukum yang berfungsi susai dengan alurnya, tidak ada 
diskriminasi terhadap siapapun yang berurusan dengan persoalan hukum atas 
akibat dari perbuatannya. Rakyat berharap hukum tentunya bukan sekadar 
produk politik yang diciptakan untuk kepentingan individu melainkan mampu 
mengkoordinasikan segala kepentingan umum tertentu, memperoleh keadilan, 
melindungi semua orang dan semua golongan. Upaya ini padad akhirnya akan 
menimbulkan kewibawaan dan kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan 
terhadap masyarakat umum.  
b. Himbauan dan Penyuluhan hukum 
Dalam membangun upaya kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum, 
kepolisian melalui Bapemkamtibmas (Badan Pembina Ketertiban dan 
Keamanan Masyarakat) menggalakkan sosialisasi maupun penyuluhan 
hukum. Hal demikian diharapkan agar masyarakat mampu memahami segala 
persoalan ketertiban terkhusus dengan perilaku menyimpang yang dilakukan 
oleh geng motor yang melakukan pembunuhan,  kemudian dapat meresahkan 
dan mengganggu ketertiban dimasyarakat umum agar memahami bahwa 
  
 
tindakan tersebut sangatlah bertentangan dengan hukum dan dapat 
memperoleh sanksi pidana yang berat. 
2. Represif (Penindakan) 
Proses hukum terhadap perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh geng 
motor sudah seharusnya diproses secara hukum, maka perlu adanya 
penindakan berlanjut dan secara berkala agar sedikit demi sedikit geng motor 
yang kemudian hadir sebagai pelaku kriminal dapat terselesaikan dengan baik, 
agar tidak ada lagi korban selanjutnya dari perbuatan yang dilakukan oleh geng 
motor, dan diharapkan mampu setidaknya meminimalisir angka kejahatan dan 
pembunuhan di masyarakat pada umumnya.35 
C. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan yang Dilakukan 
oleh Geng Motor. 
Dalam pemberian pemidanaan atau sanksi pidana terhadap pelaku 
pembunuhan oleh Geng motor perlu memperhatikan berbagai pertimbangan. 
Menurut Pak Doddy Hendrasakti yang merupakan hakim Pengadilan Negeri 
Makassar menyatakan bahwa pelaku kejahatan geng motor itu sendiri dalam kasus 
serupa ini cukup banyak adalah anak dibawah umur yang sejatinya merupakan 
anak yang masih belum cakap hukum dalam ketentuan perundang-undangan, tapi 
untuk yang sudah dewasa pemberian sanksi baik materiil maupun formil sudah 
seharusnya dilakukan sebagaimana mestinya, akan tetapi yang menjadi 
permasalahan ketika anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana harus ada 
sinergitas dalam mempertimbangkan sanksi yang harus diberikan kepada pelaku 
                                                 
35Soedjono D, Penanggulangan Kejahatan Crime Prevention, (Bandung: Alumni, 1976), 
h.32 
  
 
pembunuhan yang dilakukan oleh Geng motor, baik dari elemen pemerintah 
(LKPAI, Komnas Anak) maupun elemen masyarakat untuk peduli terhadap 
generasi muda khususnya anak dibawah umur agar terhindar dari berbagai 
pengaruh buruk dari munculnya geng motor. 
Majelis hakim tetap mendasarkan pada undang-undang yang mengatur 
mengenai anak dalam pemberian sanksi pidana. Akan tetapi tidak pula dilakukan 
pembelaan secara satu sisi dengan melihat pada umur pelaku, memang pada 
faktanya secara umur masih berusia anak tapi secara biologis dan melihat 
perbuatannya adalah perbuatan dewasa yang sampai pada tindakan pembunuhan 
apalagi berkaitan dengan Geng motor. 
Untuk pelaku yang sudah berusia dewasa pemberian sanksi pidana harus 
sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan berdasarkan hasil 
pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan akhir yang telah ditetapkan. 
Pemberian sanksi pidana kepada pelaku yang sudah dewasa harus dilaksanakan 
secara tegas dan memberikan hukuman yang memberatkan sesuai dengan 
intensitas kejahatan yang dilakukan.  
Pengadilan merupakan garda belakang dan tumpuan harapan, meskipun 
ada pihak kinerja dari elemen ormas-ormas anti kejahatan tapi pada faktanya ada 
kejadian yang meresahkan masyarakat, peran hakim harus berada pada posisi 
  
 
yang netral dan mempertimbangkan secara matang berbagai sisi keadilan dalam 
pemberian sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan oleh geng motor tersebut.36 
Sanksi yang diberikan terhadap pelaku pembunuhan oleh geng motor tetap 
harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
ketika dilakukan pengrusakan maka dijerat dengan pasal pengrusakan, ketika 
melakukan penganiayaan dijerat dengan pasal penganiayaan, begitupun ketika 
melakukan pembunuhan maka dijerat dengan pasal pembunuhan sesuai dengan 
perbuatannya.37 Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak 
mengatur ketentuan khusus mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh geng 
motor, tetapi yang ada hanya mengenai tindak pidana pembunuhan yang sifatnya 
umum, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang 
siapa dengan sengaja merampas atau menghilangkan nyawa orang lain, diancam 
karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara” 
bentuk kejahatan ini disebut “makar mati” atau pembunuhan. Dalam peristiwa ini 
perlu dibuktikan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, dan 
kematian itu memang dilakukan secara sengaja, apabila kematian itu tidak 
disengaja maka Pasal ini tidak dapat dikenakan sebagai pasal pembunuhan. 
Dan juga diatur di dalam Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan 
Berencana, yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan 
direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena 
                                                 
36Doddy Hendrasakti,  Hakim Pengadilan Negeri Makassar, wawancara tanggal 29 Mei 
2019. 
37Adhi Darmawan, Penyidik Kepolisian, Polrestabes Makassar, wawancara tanggal 24 
Mei 2019. 
 
  
 
bersalah melakukan pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau 
pidana seumur hidup, atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun 
penjara”. Isi pasal ini hampir sama saja dengan pasal 338, hanya yang menjadi 
perbedaan , kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud oleh pasal 338 itu 
dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang dalam pasal ini pelaksanaan itu 
ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana 
pembunuhan itu akan dilaksanakan. 
Selain itu diatur pula di dalam pasal lain yaitu Pasal 354 KUHP yang 
berbunyi “Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena 
penganiayaan berat, dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun” 
kemudian di dalam ayat ke dua menyatakan “jika perbuatan itu mengakibatkan 
matinya orang, maka yang bersalah dipidana denga pidana penjara paling lama 
sepuluh tahun”. 38Pasal tentang penganiayaan berat ini bisa saja ditetapkan kepada 
pelaku ketika kejahatan yang dilakukan dengan bentuk penganiayaan berat yang 
mengakibatkan korban meninggal dunia.  
Ketiga pasal ini bisa dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan yang 
dilakukan oleh Geng motor jika di dalamnya telah memenuhi unsur-unsur di 
dalam pasal yang terbukti secara sah dan meyakinkan oleh majelis hakim dalam 
memeriksa dan mengadili perkara yang demikian.  
Dalam hal ini terungkap dengan jelas bahwa dalam ketentuan Pasal 338 
KUHP, Pasal 340 KUHP, dan Pasal lainnya tersebut maka kasus pembunuhan 
                                                 
38R Sugandi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya (Surabaya: 
Usaha Nasional, 1981) h.357-369 
  
 
yang dilakukan oleh geng motor disamakan dengan penanganan dan penerapan 
sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan biasa pada umumnya. Akan 
tetapi yang menjadi perbedaan adalah dengan melihat dari segi tingkat kejahatan, 
dan perbuatan yang dilakukan sehingga majelis hakim dalam memutuskan suatu 
perkara lebih mengedepankan keadaan yang memberatkan jika memang pada 
kenyataannya kejahatan pembunuhan yang dilakukan sangat fatal, sehingga 
menjadikan alasan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku harus memberikan 
efek jera dan menambahkan sanksi pidana diatas tuntutan jaksa penuntut umum 
sesuai dengan pertimbangan hakim. 39 
Dan jika melihat dari bentuk pembunuhan yang jika dilakukan dengan 
perencanaan terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 340 
KUHP dan disesuaikan dengan jenis pembunuhan dan cara-cara yang dilakukan 
tidak menutup kemungkinan hakim akan menjatuhkan putusan yang seberat-
beratnya seperti hukuman mati bagi pelaku jika di dalam proses pembuktian 
mengharuskan adanya pemberatan. 
Terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Geng motor ini 
sekiranya majelis hakim memberikan sanksi pidana sesuai dengan pertimbangan 
yang memberatkan atau meringankan terhadap pelaku pembunuhan, sehingga 
cukup memberikan efek jera dan juga rasa takut bagi pelaku pada khususnya dan 
bagi masyarakat pada umumnya agar tidak mengulangi dan melakukan sebuah 
tindak pidana.  
                                                 
39Doddy Hendrasakti,  Hakim Pengadilan Negeri Makassar, wawancara tanggal 29 Mei 
2019. 
 
  
 
Dalam penentuan pejatuhan pidana terhadap pelaku pembunuhan oleh 
geng motor maka perlu adanya kesesuaian antara hukum materiil dan formiil 
terhadap pelaksanaan pembuktiannya, maka peneliti memberikan beberapa 
analisis terkait dengan kasus pembunuhan oleh Geng motor yaitu sebagai berikut : 
1. Syarat Formiil 
Pada kasus pembunuhan geng motor ini dengan mengacu pada dakwaan 
jaksa penuntut umum (JPU) benar telah memuat syarat formiil berupa identitas 
terdakwa, akan tetapi yang didakwa hanya satu orang saja. Menurut peneliti Di 
dalam surat dakwaan penuntut umum seharusnya bukan hanya satu orang tetapi 
semua yang terlibat Di dalam penyerangan tersebut pun harus didakwa dan masuk 
dalam daftar terdakwa dengan melihat pertimbangan bahwa anggota geng motor 
turut melakukan penyerangan bersama-sama dengan terdakwa pada saat itu, 
karena dalam fakta persidangan terdakwa bersama dengan anggotanya melakukan 
pengeroyokan dengan memukul dan menginjak-injak terdakwa hingga terluka dan 
pada akhirnya meninggal dunia. Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa 
seharusnya pelaku bersama dengan anggota lainnya dapat dikenakan Pasal 
penyertaan atau Deelneming. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yaitu “orang yang 
melakukan tindak pidana, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta 
melakukan perbuatan pidana”. 
2. Syarat Materiil 
Berdasarkan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh geng motor ini, pasal 
yang didakwakan adalah Pasal 338 KUHPidana. Menurut analisis peneliti pasal 
yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kurang tepat meskipun unsur-
  
 
unsurnya terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dalam kasus 
perkara ini peneliti berpendapat bahwa pasal yang seharusnya diterapkan adalah 
pasal 354 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana yaitu Pasal 
penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan pasal penyertaan perbuatan 
pidana. 
Berdasarkan analisis peneliti Di dalam kasus terkait pembunuhan yang 
dilakukan oleh geng motor ini, maka penetapan sanksi pidana terhadap pelaku 
keseluruhannya berpengaruh pada putusan hakim dalam memberikan 
pertimbangan, karena segala pertimbangan putusan adalah berdasarkan dakwaan 
yang merupakan dasar pemeriksaan dalam persidangan yang diajukan oleh pihak 
Jaksa Penuntut Umum (JPU). 
Dari berbagai uraian diatas memberikan suatu penjelasan bahwa 
penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh geng 
motor disesuaikan dengan bentuk dan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh 
pelaku, dan juga putusan akan sesuai dengan tuntutan pidana berdasarkan Pasal 
yang dikenakan terhadap pelaku pembunuhan, yang menjadi perbedaan adalah 
pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan melihat pada pemberatan 
pemidanaan jika kejahatan yang dilakukan adalah terstruktur, baik dari cara 
melakukan kejahatan maupun dari intensitas pelaku melakukan kejahatan. 
Adapun hal terpenting adalah bagaimana posisi hakim sebagai penentu kebijakan 
keadilan dalam mengadili suatu perkara agar menjamin keadilan, dan kepastian 
hukum terhadap pelaku pembunuhan. 
  
 
D. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pembunuhan yang Dilakukan 
oleh Geng Motor 
Dalam hukum pidana Islam, sebuah tindak pidana disebut dengan istilah 
Jarimah. Dalam peristilahan lain juga dikenal dengan Jinayah. Kedua istilah ini 
diperuntukkan kepada sebuah tindak pidana baik yang berbentuk pelanggaran 
terhadap suatu perbuatan yang ada larangan syara‟ Di dalamnya maupun sebuah 
perbuatan yang mengenai jiwa atau anggota badan, seperti dalam hal ini 
membunuh dan melukai anggota badan tertentu.40 
Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu dari 7 macam dosa 
besar, dan dosa pembunuhan termasuk dalam kategori dosa besar setelah 
kekafiran. Dan telah jelas hukumnya tertera secara eksplisit Di dalam al-Qur‟an 
dengan segala sanksi yang telah diatur Di dalamnya melihat bahwa perbuatan 
menghilangkan nyawa ini merupakan sebuah perbuatan yang keji. 
Dalam sejarahnya kejahatan terhadap nyawa pertama kali terjadi dalam 
sejarah kehidupan manusia adalah pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil 
terhadap Habil putra Adam as.41 Kejahatan ini tidak pernah berakhir, dan selalu 
terjadi dengan pola dan bentuk yang semakin canggih sesuai dengan tingkat 
kriminalitas yang terjadi saat ini, sama halnya dengan perbuatan kriminalitas 
Geng Motor yang melakukan pembunuhan. Sebagaimana firman Allah Swt Di 
dalam QS al-Maidah/5:32 
                                                 
40Yusuf, Imaning, Fiqih Jinayah Hukum Pidana Islam, (Palembang: Rafah Press, 2009), 
h.26 
41Hamzah Hasan,  Hukum Pidana Islam II, (Makassar: Syahadah, 2016), h.244 
  
 
 ٍشَۡفً ِشۡيَِغت ا ََۢضَۡفً ََلَتق يَه ۥُ ًَََّأ َليِء ٓ ََٰشِۡصئ ِٓيٌَت َٰٔ َلَع َاٌَۡثتَك َِكل ََٰر ِلَۡجأ ۡيِه
 ٓاَوًََّأََكف َاَُايَۡحأ ۡيَه َّ  اٗعيِوَج َساٌَّلٱ ََلَتق اَوًََّأََكف ِضَۡسۡلۡٱ ِيف ٖداََضف ّۡ َأ
 ٌَُلُصُس ُۡنِۡتَٓءاَج َۡذَقل َّ  ۚاٗعيِوَج َساٌَّلٱ َايَۡحأ ُنِ ٌۡ ِّه اٗشِيثَك َِّىئ َُّنث ِت ََٰ ٌَِّيثۡلِٱت ا
  َىُْفِشۡضَُول ِضَۡسۡلۡٱ ِيف َِكل ََٰر َذَۡعت 
Terjemahnya:  
“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: 
barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu 
(membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, 
maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa 
yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah 
memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang 
kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang 
jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui 
batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”42 
 
 Ayat diatas memberikan suatu penjelasan bahwa ketentuan membunuh 
seseorang manusia berarti membunuh semua manusia, sangatlah jelas bahwa ini 
merupakan sebuah perbuatan yang memiliki dampak buruk yang sangat besar 
terhadap manusia karena bukan hanya melukai satu orang melainkan semua orang 
baik dari pihak keluarga, maupun kerabat. Sebagaimana seharusnya manusia 
memelihara kehidupan seseorang manusia berarti memelihara kehidupan semua 
manusia. Ayat ini memuat ketentuan umat dan kewajiban masing-masing terhadap 
yang lain, yaitu harus menjaga keselamatan hidup dan kehidupan bersama dan 
menjauhi hal-hal yang dapat membahayakan orang lain. sebab manusia tidak 
dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, dan memerlukan tolong-menolong 
bersama hal-hal yang menyangkut kepentingan umum.  
                                                 
42Kementerian Agama RI., AL-Qur‟an dan Terjemahnya, h.113  
  
 
 Terkait dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Geng motor ini 
termasuk dalama kategori pembunuhan yang disengaja atau melawan hukum dan 
tidak dibenarkan dalam Islam atau al-qatl bi al-haqmerupakan suatu dosa besar. 
Berdasarkan firman Allah Swt, QS al-Nisa/4:93 
 
 َِ َۡيلَع ُ َّللَّٱ َةِضَغ َّ  اَِِيف اِٗذل ََٰخ ُنٌَََِّج ۥٍُُؤٓاَزََجف اٗذ ِّوََعت ُّه ا ٌٗ ِهۡإُه ُۡلتَۡقي يَه َّ
  اٗويِظَع ًاتاَزَع ۥََُل َّذََعأ َّ  ۥٌََََُعل َّ 
Terjemahnya: 
“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka 
balasannya ialah Jahannam, kekal ia Di dalamnya dan Allah murka kepadanya, 
dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.” 43 
 
 Ayat diatas menjelaskan bahwa membunuh dengan sengaja merupakan 
suatu dosa besar apalagi pembunuhan tersebut dilakukan oleh orang mukmin 
terhadap mukmin lainnya. Ayat ini menceritakan hukuman yang akan ditimpakan 
kepada mukmin yang membunuh mukmin yang lain dengan sengaja, sama dengan 
hukuman yang disediakan Allah untuk orang-orang yang tidak beriman, sehingga 
seolah-olah si pembunuh tersebut disamakan dengan orang yang tidak beriman 
karena kejahatan yang dilakukannya sama sekali tidak layak bagi orang yang 
beriman. 
Adapun sanksi bagi pembunuhan sengaja, yaitu ada beberapa jenis yang 
meliputi: hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Adapun 
untuk hukuman pokoknya adalah hukuman qisash ini berdasarkan firman Allah 
swt di dalamQS al-Baqarah/2:178 
 
                                                 
43Kementerian Agama RI., AL-Qur‟an dan Terjemahnya, h.93 
  
 
 ِّشُحۡلِٱت ُّشُحۡلٱ ۖٔ َلَۡتقۡلٱ ِيف ُصاَِصقۡلٱ ُنُكَۡيلَع َِةتُك ْاٌَُْهاَء َييِزَّلٱ َا َُِّيأٓ ََٰي
 َُۢعَاثِّتَٱف ٞءۡيَش َِ يَِخأ ۡيِه ۥََُل َِيفُع ۡيََوف َٰۚٔ َثًُۡلِۡٱت َٰٔ َثًُۡلۡٱ َّ  ِذۡثَعۡلِٱت ُذۡثَعۡلٱ َّ
 ِل
ََٰر ٖٖۗي ََٰضِۡحِات َِ َۡيِلئ ٌءٓاََدأ َّ  ِفُّشۡعَوۡلِٱت ِيََوف 
ٖۗٞةَوۡحَس َّ  ۡنُكِّت َّس ي ِّه ٞفِيفَۡخت َك
  ٞنِيَلأ ٌباَزَع ۥَََُلف َِكل ََٰر َذَۡعت َٰٓ ََذتۡعٱ 
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan 
dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba 
dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat 
suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan 
cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang 
memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu 
keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui 
batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”44 
 
 Menurut perspektif hukum pidana islam dalam kasus pembunuhan dengan 
cara penganiayaan berat yang dilakukan oleh geng motor hukuman yang 
ditetapkan adalah hukuman qishash. Yang dimana pada faktanya geng motor 
melakukan pembunuhan terhadap korban dengan menancapkan sebilah badik 
pada bagian pinggag lalu kemudian menginjak-injak korban hingga pada akhirnya 
meninggal dunia. Apabila korban atau pihak keluarga korban (ahli waris) 
memaafkan maka terdakwa harus membayar diyat (ganti tugi), dalam hal ini 
berlaku hukuman, yaitu berupa ganti rugi yang besarnya diserahkan kepada 
keputusan hakim atau ulil amri. 
Dimana dalam pandangan atau opini orang-orang orientalis mengatakan 
bahwa tindakan hukuman qishash tersebut merupakan salah satu bentuk 
kekejaman. Sebenarnya hal tersebut tidaklah demikian, justru dengan adanya 
hukuman qishash terhadap semua pelaku adalah adil. Karena hal ini dipandang 
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dari sebab akibat, yakni dengan adanya tindakan pembunuhan dengan cara-cara 
kekerasan yang menyebabkan terlukanya korban. Pada hakikatnya dibalik semua 
itu ada hikmah yang sangat besar dan lebih berharga.  
Dengan diberlakukannya hukuman qishash terhadap semua pelaku 
pembunuhan. Hal ini akan menjadi sebuah peringatan kepada seluruh umat 
manusia. Maka dengan ini tidak membuat manusia dengan mudahnya melakukan 
suatu perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Dengan adanya qishash maka 
akan meminimalisir terjadinya perbuatan pidana yang berakibat pada kematian 
seseorang, karena letak keuatamaan islam adalah sangat menghargai dan 
melindungi jiwa manusia. Selain itu, qishash juga merupakan senjata utama dalam 
syari‟ah,untuk mencega timbulnya tindak pidana tersebut. Disamping itu, dalam 
sistem hukum islam, terdapat pula kelebihan lain dai sistem ini yaitu, kedudukan 
ahli waris yang juga memiliki peran yang dominan.  
Ketentuan mengenai qishaah itu sendiri diperkuat dengan tidak ada 
bantahan dan pendapat yang lain dimasa sahabat. Selanjutnya dikatakan oleh 
sahabat kalau kiranya qishash dapat gugur karena bersekutu. Sesungguhnya hal 
itu akan membawa meluasnya kejahatan dan hilanglah hikmah teguran dan 
ancaman terhadapnya. Bahwasanya manusia juga masyarakat atau warga negara 
mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya 
dalam hukum serta tidak ada diskriminasi Di dalamnya. Termasuk pula dalam hal 
ini adalah kedudukan mereka dalam bidang hukum pidana khususnya, antara yang 
satu dengan yang lainnya tidak ada perbedaan. Baik mereka menjadi pelaku 
  
 
maupun korban, mereka berhak mendapatkannya sesuai dengan proporsi 
kemanusiaan mereka. 
Oleh karena itulah bisa dikatakan, suatu sistem pidana tersebut ideal jika 
hak dan kewajiban diantara pelaku dan korban adalah seimbang. Akan tetapi 
kedudukan yang seimbang antara pelaku dengan si korban tidak dikenal Di dalam 
hukum positif. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Andi hamzah 
bahwa kita seringkali membicarakan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka dan 
seringkali melupakan hak-hak yang ada pada diri korban yang justru lebih harus 
diperhatikan secara adil.45 
Dalam hukum pidana islam korban sebagai pihak yang telah dirugikan 
dengan timbulnya suatu tindak pidana lebih terjamin hak-haknya. Karena jinayah 
islam sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Qishash merupakan reaksi dari 
adanya pelanggaran hak asasi manusia yaitu pembunuhan, sehingga sudah 
selayaknya demi menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan. 
 
  
                                                 
45Andi Hamzah, Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam KUHAP, (Bandung: Bina 
Cipta, 1989), h.33 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Faktor penyebab geng motor melakukan tindak pidana pembunuhan 
dipengaruhi oleh adanya faktor entitas atau ingin menunjukkan 
keberadannya dengan sifat jagoan, dampak dari penyakit sosial yang 
berakibat pada lingkungan, sikap diluar batas kontrol, penegakan hukum 
yang kurang tepat sasaran, dan teknologi yang kian marak dipergunakan 
secara tidak sehat. 
2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh 
geng motor yaitu tetap berdasar pada ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. Di dalam KUHP tidak mengatur ketentuan khusus mengenai 
pembunuhan yang dilakukan oleh geng motor, oleh karena itu beberapa 
pasal baik ituPasal 338, 340, dan 354 ayat (2) KUHP serta pasal lain yang 
bersangkutan dapat dijadikan dasar hukum dalam pemidanaan terhadap 
pelaku. Kasus pembunuhan oleh geng motor disamakan dengan 
penanganan dan penerapan sanksi pidana terhadap pembunuhan pada 
umumnya, akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah dari tingkat 
kejahatan dankeadaan yang memberatkan jika pada kenyataannya melihat 
kejahatan tersebut sebagai kejahatan terstruktur.  
3. Pandangan hukum Islam mengenai perbuatan pembunuhan yang dilakukan 
oleh geng motor sudah sangat jelas secara termaktub dalam QS al-
  
 
Maidah/5:32 yang mengatur larangan membunuh dan kewajiban masing-
masing manusia terhadap yang lain, juga terdapat di dalam QS al-Nisa/4:93 
mengenai larangan membunuh dengan adanya unsur kesengajaan. Adapun 
sanksi pidana dalam hukum islam bagi pembunuhan sengaja yaitu terdapat 
di dalam QS al-Baqarah/2:178 yang menjelaskan hukuman pokok berupa 
qishash yang dikenakan kepada pelaku pembunuhan, dan juga hukuman 
diyat bagi pelaku yang memperoleh maaf dari pihak ahli waris atau 
keluarga dari korban dimana jumlah besarnya ganti rugi diserahkan kepada 
ulil amri.  
B. Implikasi Penelitian 
1. Dengan melihat berbagai faktor penyebab terjadinya pembunuhan oleh geng 
motor, maka perlu adanya peningkatan kualitas penegakan hukum, dalam 
hal mencegah dan meminimalisir bentuk kejahatan yang semakin hari 
semakin canggih baik dengan cara melakukan sosialisasi, edukasi hukum, 
maupun tindakan pencegahan lainnya untuk mengetahuin impact atau akibat 
hukum dari perbuatan kejahatan. 
2. Dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan diharapkan 
kepada seluruh elemen penegak hukum agar lebih progresif dalam 
menetapkan suatu sanksi hukum terhadap pelaku, dengan tidak melihat 
undang-undang sebagai suatu aturan saja yang sifatnya kaku, akan tetapi 
bagaimana cara hakim dalam memberikan pertimbangan atas suatu tindak 
  
 
pidana demi menghasilkan suatu putusan yang mencerminkan keadilan, 
menjamin kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. 
3. Hukum pidana Islam jelas mengatur larangan membunuh sesama 
manusia,melihat bahwa pembunuhan merupakan salah satu dosa besar 
setelah kekafiran, seharusnya manusia memelihara kehidupan manusia 
lainnya dengan menjauhi hal-hal yang membahayakan orang lain. Terlebih 
lagi dengan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, yang hukuman 
pokoknya adalah qishash, dan hukuman pengganti berupa diyat. Dengan 
aturan ini,  maka perlu adanya peningkatan pemahaman agama islam yang 
lebih terhadap masyarakat terkait dengan larangan melakukan kejahatan 
sehingga masyarakat mampu meningkatkan kualitas iman dan senantiasa 
menjauhkan diri dari perbuatan yang dipahami sebagai perbuatan yang tidak 
dibenarkan dalam agama Islam. 
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